BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 325 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

Menimbang :

Mengingat

-

DAN BANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

. bahwa dalam rangla pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan, perlu ditetapkan Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2013);

. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan

Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2104);

-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997,
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3987);

.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




10.

.Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan i

Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun

2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesna ‘

Nomor 4381); .

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4400)

1.

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem Perencanaan_ :
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa ‘

- Nomor 4421); -

12.

Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah

- (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 - Nomor 125,

Tambahan  Lembaran -Negara Republik Indonesia Nomor - 4437),
sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun :

--2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang. Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara ,

o Repubhk Indone3|a - Nomor 4844)

13,

14.

15.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

“Republik Indonesia“ Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran'
' Negara Republik IndoneS|a Nomor 4438); . e : '

Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia " Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4725) '

Undang- Undang Nomor 28 ‘Tahun 2009 tentang ‘Pajak Daerah’ danf |
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone3|a Nomor

- 5049);

16.

Undang- Undang Nomor 32 ‘Tahun 2009 tentang Perllndungan danm
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, | Tambahan Lembaran Negara Repubhk‘,

- IndoneSIa Nomor 5059)

17.

Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan}
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); .

18.

Peraturan. Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan"
Keuangan Daerah (Lembaran Negara’ Republlk Indonesia Tahun 2005
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor.

 4578);

9.

Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman |
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

" (Lembaran ‘Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor. 165 .

20.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan

" Pemerintahan ' antara Pemerlntah Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
" Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 4737)



22

. - Menetapkan

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat n Bengkalis . Nomor 14 - o
~Tahun: 1998 tentang  Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan .

- “Pemerintah Kabupaten Daerah ‘Tingkat Il Bengkalis (Lembaran Daerah - ks
- -Kabupaten Daerah Tingkat Il Bengkalis Tahun 1998 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008 tentang - .
»,'-Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ‘Daerah Kabupaten Bengkalls

,(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 Nomor 07);

23.

24,

Peraturan Daerah Kabupaten’ Bengkalls Nomor 03 Tahun 2009 tentang' |
“Pokok-Pokok . Pengelolaan  Keuangan - Daerah (Lembaran Daerah', e

Kabupaten Bengkalls Tahun 2009 Nomor 03) ,
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 02 Tahun 2011 tentang

~.-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan_ (Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkalls Tahun 2011 Nomor 02)

MEMUTUSKAN

:"PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
-KABUPATEN e

,_"BABIV,-
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

"Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan o B

1.
2.

3.

. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dlnas Pendapatan Daerah Kabupaten
‘Bengkalls : - ,

.Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas pendapatan

Daerah adalah Kabupaten Bengkalls

Pemerintah Daerah adalah Bupatn dan perangkaat daerah sebagal unsur » ) |

penyelenggara pemerlntantahan daerah
Bupatu adalah Bupatl Bengkalls ﬁ}” L

Daerah Kabupaten Bengkalis. -

. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang srelanjutnya dlsebut

BPHTB, adalah Pajak yang dlkenakan atas perolehan hak atas tanah

~dan/ atau bangunan

. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau; 0
- peristiwa hukum: yang- mengaklbatkan diperolehnya  hak atas tanah .~

i dan/atau bangunan oleh orang pnbadl atau Badan.

. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk-' :
“hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dlmaksud ;

""t-'dalam Undang- undang di bldang pertanahan dan bangunan

. Wajlb Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, .
‘pemotong pajak, dan pemungut pajak, ‘'yang mempunyai-hak .dan- . -
- kewajiban perpajakan - sesuai dengan ketentuan '/‘_pe‘raturan :

- perundang- undangan perpajakan ’d,ae‘rah.‘v




- 10.

1.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

B kesatuan baik' yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan:
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, -
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan -

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, - koperaS| dana - penSIun persekutuan perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, -lembaga dan bentuk badan Ialnnya termasuk kontrak mvestasl
kolektif dan bentuk usaha tetap e i

'Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah plhak yang B
berwenang menerbltkan Akta Pemlndahan Hak atas Tanah dan/atau o
*Bangunan : RN Tt S

12.

Bendahara Penenmaan adalah Pejabat fungsmnal yang dltunjuk untuk

~menerima, - menyimpan, menyetorkan - menatausahakan,. dan .
' mempertanggungjawabkan uang ' pendapatan ‘daerah -dalam rangkaf o
» pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Daerah. :

13,

Bendahara Penerlmaan Pembantu adalah pejabat fungsmnal yangf

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausakan, dan

mempertanggungjawabkan ' uang pendapatan daerah dalam rangkaﬂ '

‘ ‘pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

14,

15.

Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah plhak ketlga yang menerlma‘ "
pembayaran BPHTB terutang dari Wajlb Pajak : S

‘Dokumen terkalt Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalahi' 4

- dokumen yang menyatakan telah terjadinya. pemlndahan hak atas

kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat

~ perjanjian, dokumen jual beli, surat hlbah surat waris, dan lain- Ia|n yang'_

16.

memiliki kekuatan hukum

Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB yang selanjutnya dlsmgkat R
. SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah

“atau tempat lain yang . ditetapkan oleh Bupati dan sekallgus untuk_

o melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

17.

)

@

Akta Pemmdahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ‘adalah dokumen’ .

~ legal penetapan_ pemlndahan hak atas tanah danlatau bangunan darlbj
- satu pihak ke pihak lain. s :

18.

Pemungutan adalah suatu rangkalan keglatan mulal dari penghlmpunan’ “

data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak-yang terutang . -
sampai keglatan penagihan pajak kepada Wajlb Pajak serta pengawasan :

penyetorannya ‘
e
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Slstem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkalan o

proses yang dilakukan  dalam menerima, “menatausahakan dan’
melaporkan penerlmaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan o

Prosedur sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mellputl o
a. Prosedur pengurusan Akta Pemlndahan Hak Atas Tanah dan/atau' e

Bangunan



b. Prosedur pembayaran BPHTB

c.Prosedur penelltlan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD
, BPHTB) ’ : o

d. Prosedur pendaftaran Akta Pemmdahan Hak Atas Tanah dan/atau
'V‘Bangunan : e :

e Prosedur pelaporan BPHTB

@)

@

- (®

(6)

g

)

f. Prosedur penaglhan
g. Prosedur pengurangan

Prosedur pengurusan Akta Pemlndahan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan- sebagalmana dimaksud - pada ayat (2) huruf a adalah

Prosedur penyiapan rancangan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah

dan/atau Bangunan sekahgus perhltungan besar BPHTB terutang waijib
pajak : ‘ :

Prosedur pembayaran BPHTB sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)‘ |
huruf (b) adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dllakukan
oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB

Prosedur - penelitian. - Surat - Setoran Pajak Daerah BPHTB- (SSPD
BPHTB) sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah prosedur

verifikasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah atas kebenaran dan
kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya :

Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau

Bangunan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur
pendaftaran akta ke Kantor Pertanahan (BPN) dan Penerbutan Akta oleh

PPAT.

Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - "
sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan .
realisasi penenmaan BPHTB dan akta pemlndahan Hak. ‘ :

Prosedur penetapan Surat Tagihan, Surat Ketetapan Pajak -Daerah

Kurang Bayar (SKPDKB)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud -

. pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak -

©)

(1

Daerah BPHTB, SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran yang dllakukan"
oleh Dinas Pendapatan Daerah '

Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana |
dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/

penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang dlajukan oleh. j

Wajlb Pajak :
| ?;(Pasal3>x;,g :

Untuk melaksanékah S|ster'h‘ dan p’rosedur”sebagalmana dlmaksud_ .
dalam pasal 2, Dinas Pendapatan Daerah harus mempersnapkan fungS| A

- yang dibutuhkan, mellputl

- (2)

a. Fungsi pelayanan

b. Fungsi data dan mformaSI dan
c. Fungsi pembukuan dan pelaporan. }_
Fungsi Pelayanan sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) huruf a, i

‘bertugas  melakukan - interaksi * dengan Wajib - Pajak dalam",

tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penehtlan o
SPPD dan proses pengurangan BPHTB '



| 6‘,‘;';

(3) Fungsn data dan |nformaS| sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b f 4" "

» bertugas untuk mengelola database terkalt objek pajak
(4) FunQS| pembukuan dan pelaporan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

huruf ¢ bertugas untuk menyiapkan laporan Realisasi Penerimaan
. BPHTB' berdasarkan data dan Iaporan dan plhak-plhak Ia|n yang -

“dltunjuk
o  BABNI
SISITEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

B . Baglan Pertama Lo o
: Pengurusan Akta Pemlndahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan |

© Pasal 4

(1) Wajlb Pajak mengurus Akta Pemlndahan Hak atas Tanah dan/Bangunan L

~ melalui Pejabat. Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai -

- peraturan perundangan

‘,(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelltlan atas
objek pajak yang haknya dlahhkan o R :

Pasal 5

(1) Wajlb Pajak menghltung dan meng|S| Surat Setoran Pajak Daerah:

BPHTB yang d|S|apkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

| (2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

~ Bangunan adalah sebagalmana tercantum dalam Iamplran | yang tldak L

terplsahkan dalam Peraturan Bupatl ini. - :
| Baglan Kedua ',
Pembayaran BPHTB

Pasal6 e

| (1) Wajlb Pa]ak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. : ‘

- ;(2) Pembayaran sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan oleh Wajlb' '
_Pajak melalui Bank Riau Keprl atau Bendahara Penerlmaan pada Dmas;
L Pendapatan Daerah ~ ¥ / :

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajlb Pajak adalah sebagalmana ]
a tercantum dalam Iamplran II yang tldak terplsahkan dari. Peraturan Bupati
o |n| S . , - ) v
| S Baglan Ket|ga
- Penehtlan SSPD BPHTB

Pasal 7

(1) Setlap pembayaran BPHTB Wajlb dlteI|t| oleh funQSI pelayanan
(2) Penelltlan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mellputl
a. Kebenaran |nformaS| yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan
b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB

(3) Jika dlperlukan penelitian sebagalmana yang dlmaksud pada ayat (1)
‘ dlsertal dengan pemerlksaan dllapangan ’

(4) Tata cara penelltlan SSPD BPHTB oleh Wajlb Pajak adalah
. -sebagaimana tercantum dalam Iamplran III yang tldak terplsahkan dar| -
Peraturan Bupat| |n| S i B ~



Baglan Keempat
Pendaftaran Akta Pemlndahan Hak

Pasal 8

 (1) Wajlb Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran‘
pemmdahan Hak atas Tanah kepada Kantor Pertanahan (BPN). 7
‘(2) Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Kantor
Pertanahan (BPN) dalam rangka pendaftaran Pemmdahan Hak. -

(3) Tata cara pendaftaran Akta - adalah sebagalmana tercantum dalam'
Iamplran I\ yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupatl ini.

Baglan Kellma T
Pelaporan BPHTB

Pasal 9

(1) Pelaporan BPHTB d|laksanakan oIeh FunQS| Pembukuan dan Pelaporan |

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan . untuk memberlkan |nformaS| tentang ‘.
realisasi penerlmaan BPHTB sebagan baglan dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) A : RISEI:

Pasal 10

(1) FUngSI Pembukuan dan Pelaporan menyuapkan IapOran BP_HTB.,
berdasarkan dokumen- dokumen ,dan_Bank dan/atau Bendahara
Penerlmaan dan/atau PPAT.. : o

(2) FunQS| Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan
BPHTB dari Bank Riau Kepri / Bendahara Penerimaan paling Iambat
' pada tanggal10(sepu|uh) bulan benkutnya :

3) FunQS| Pembukuan dan pelaporan menerima Iaporan pembuatan akta
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat
- Akta Tanah paling Iambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Tata cara pelaporan Akta adalah sebagalmana tercantum dalamv =

Iamplran V yang tldak terplsahkan darl Peraturan Bupatl ini.

‘Baglan Keenam_‘ |
Prosedur Penagihah BPHT_B'V e
e Pasal 11 |
(1 Prosedur penaglhan dilakukan untuk menaglh BPHTB terutang yang '
belum dlbayar oleh Wajib Pajak. - -

(2) Prosedur penaglhan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dilaksanakan -
~ melalui penetapan Surat Tagih Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat

 Ketetapan Pajak Daerah Kurang -Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)A

BPHTB.

(3) STPD atau SKPD sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dapat dukutl j A e E

dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

| (4) Tata cara Prosedur Penagihan BPHTB sebagalmana tercantum dalam
lamplran VI yang tidak terplsahkan dari Peraturan Bupatl ini.




Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12
(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan
kepada Fungsi Pelayanan untuk diteliti.

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran VIl yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
FASILITASI

Pasal 13

(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan fasilitasi Pelaksanaan
Peraturan Bupati ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup
mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi
dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran
penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam
Keputusan Bupati tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bengkalis.

/ e

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 26 Mei 100

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Ditetapkan di Bengkalis

Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011 NOMOR 35



 LAMPIRANI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
' TANGGAL - :

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN IATAU S
BANGUNAN SR ‘
A GAMBARAN UMUM

‘ Prosedur pengurusan akta pemlndahan hak atas tanah danlatau bangunan
merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan

hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku .

| penerima hak atas tanah danlatau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah
| Prosedur ini mehbatkan Pejabat ‘Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang

 menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemlndahan Hak atas Tanah o

dan/atau Bangunan

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memerlksa
~ kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait. pemlndahan hak atas tanah dan/atau

- bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait s

~ objek pajak di Kepala Badan Pertanahan

© B. PIHAK TERKA’IT‘ I

' 1 Wajib Pajak selaku Penerlma Hak

: 'Merupakan plhak yang mem|||k| kewajlban membayar BPHTB atas hak atas R
- tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur. ini wajib Pajak -

menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkalt permlndahan hak B
‘atas tanah dan/atau bangunan ‘ : o ‘ :
2. Dmas Pendapatan Daerah . -
‘Dinas Pendapatan Daerah berkoordlnaS| dan bekerja sama dengan PPAT dalam o
‘menylapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) ‘
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

o Merupakan plhak yang membantu Wajlb Pajak dalam menghltung BPHTB e
" ‘ferutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT lalah s
- camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk :
- Memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Képala Badan Pertanahan;
- Menylapkan draft akta Pemlndahan Hak Atas Tanah dan /Bangunan dan o

4. Kepala Badan Pertanahan ’ L _
o Merupakan ~ pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah

‘wewenangnya. -Dalam prosedur ini, Kepala Badan - Pertanahan menyedlakan“*»‘ |

. data yang dlbutuhkan PPAT terkalt pemenksaan °bjek pajak L

- C. LANGKAH'LANGKAH TEKNIS g

: Langkah 1

, Wajlb pajak (selaku penerlma hak atas tanah dan/atau bangunan)‘
‘menylapkan dokumen pendukung terkalt perolehan hak atas tanah dan Iatau
‘bangunan S = ; _



) Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadl penyerahan hak
atas tanah dan atau bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa

. surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris dan lain-lain yang pada

- dasarnya menyatakan telah terjadlnya pemlndahan hak-atas kepemlllkan tanah dan

-~ atau bangunan.. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen ‘pendukung

lainnya. Wajib Pajak  kemudian mengajukan permohonan  pengurusan Akta
- Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak
menyerahkan permohonan- pengurusan akta kepada PPAT dllamplrl dengan -
_dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan :

. Langkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menenma pennohonan pengurusan akta dan
dokumen pendukung perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Wajib

Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika
. dokumen pendukung yang  diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan
‘ permohonan pemerlksaan data objek pajak kepada Kepala Badan Pertanahan ’

. Langkah 3

" Atas permlntaan dar| PPAT maka Kepala Badan Pertanahan menyedlakan data
yang dibutuhkan  PPAT - untuk melakukan pemeriksaan objek . pajak Kepala Badan L
Pertanahan meneyerahkan data objek paJak kepada PPAT ‘ o

| Langkah4 f %

'PPAT menerima data objek pajak darl Kepala Badan Pertanahan PPAT kemudran‘
memeriksa kebenaran -data objek pajak dengan membandrngkan dokumen -
~ pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari
Kepala Badan Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan :
objek pajak dengan melakukan observasr lapangan e

. Langkah5

PPAT menyrapkan draft Akta Pemlndahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan '
‘Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan Hak atas ‘Tanah dan/atau
~ Bangunan yang belum di tandatangani oleh PPAT. PPAT kemudran menyrmpan )
~ draft Akta Pemlndahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan '

Langkah 6

.Berdasarkan prosedur yang telah berjalan PPAT menerima formullr Surat Setoran SR

Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dan Drnas Pendapatan Daerah

- .Langkah 7

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhl maka%.' -
PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek -

pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formullr Surat Setoran Pajak Daerah»
~BPHTB ' RO . o

Setelah mencantumkan ‘seluruh informasi yang drbutuhkan PPAT lalu
menandatangani Surat Setoran ‘Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB - merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah melalur Bank Riau
Kepri dengan. nomor rekening 108.02.00180, bendahara penerima, dan pembantu -

bendaharawan penerlma pada UPT Dinas Pendapatan Daerah di Kecamatan dan :
- sekaligus - ‘untuk ‘melaporkan -data . pero|ehan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdlrr atas 6 Iembar
‘dengan penncran sebagar berlkut e : .



Lembar1 T
“Untuk Wajlb Pajak
‘Lembar2: - SRR

‘Untuk PPAT. sebagal ars:p

Lembar3: - e : ‘
Untuk Badan Pertanahan sebagal Iamplran permohonan pendaﬁaran
Lembar 4 :

- BPHTB.
Lembar 5 : g SR
- Untuk Bank Rlau Kepn IBendahara Penerlmaan sebagal arS|p
. » lLembar6: : IR
. Untuk Bank Rlau Keprl /Bendahara Penenmaan sebagal Iaporan kepada FunQSI
: 'Pembukuan/PeIaporan g : N

quangkaha

 PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dIISI kepada -

7»';Wajlb Pajak

~ }Langkahs v : | g | S
o Wajlb Pajak menenma Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dIISI dan - "

Untuk Fungsp Pelayanan sebagal Iamplran pennohonan penelltlan SSPD .




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 1

(SSPD-BPHTB) Untuk Wajib Pajak

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )

KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

A. 1. Nama Wajib Pajak : | | I | | |

2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan/Desa 5RTRW: _ 6. Kecamatan :
7. Kabupaten/Kota 8.kodePos : [ [ [ T 1T 1
8. 1.Nomorobiekpaakvorypes || | [ [ | [ [ [ 1 L[] LI ] LI 1] []
2. Letak Tanah dan atau Bangunan :
3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW :
5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota :
Penghitungan NJOP PBB:
Luas NJOP PBB/m?
Uraian (Diisi luas tanah dan atau bangunan | (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya Luas x NJOP PBB/m?
yang haknya di peroleh) perolehan hak/Tahun ............)
[Tanah (bumi) 7. m? [9. |Rp. 1. | Rp W
Bl 8. m? 1 10. | Rp. 12 | Ro angka 8 x angka 10
NJOPPBB: | 13. | Rp angka 11+ angka 12
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: | | 14. Harga Transaksi/Nilai Pasar Rp.
16. Nomor Sertifikat Tanah:
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak )
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1 [ Rp.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 | Rp.
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1- angka 2 3 |p Rp.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 |B> Rp.
D. Jumlah Setoran berdasarkan :
[ ] a Penghitungan Wajib Pajak
D b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : Tanggal
[:| c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: I %  Berdasarkan Paeraturan KDH No : 02 Tahun 2011
[1 o
*) Coret yang tidak periu
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf) :
I Rp.
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)
wl MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: Telah Diverifikasi :
WAJIB PAJAK / PENYETOR BPN / PPAT / NOTARIS TEMPAT-PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN DAERAH
Tanggal:.......oovvvvirevinieicin, KABUPATEN BENGKALIS
Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan
Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan
Hanya diisi oleh
ramsadiosr N\ omorpoamen: | | | [ [ ] LI LT ] L[] ][]
Pendapatan
Daera worresens: | | ] [ 1] [T 1] [T T LITT) [




- »  Formulir ini ferdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib Pajak (WP)

’ QARA ENQEIAN :

- Dinas Pendapatan Daefah diisi dengan Dnas Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya mell
- HURUFA " Diisidengandata WP =

B "HuRUFB

T Hundb

.. PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN

diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten Bengkalis; Lembar keempat d:tenma Fungsl Pelayanan melakii Wa1b Pa;ak {WP); Lembar kelima diterima

Bank yang Ditunjuk; dan lembar keenam diterima Bendahara Penermaan .
o -§silah SSPD BPHTB ni dengan huruf cetak KAPITAL atau diketk. - -

= Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan sefiap jenis pemlehan hak atas suatu tanah danlatau bangunan

s Formufir in dapat uga cﬁgunakm untuk pembayaxan atas suatu pembetulan afau pengung

angka 1sd.angka8. wkupjelas

kapgn ketidakbenaran penghitungan WP.

putiletak tanah dan atau bangunan. -

Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. ~

*) Datam hal Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (RssehathSl-i) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perrixkinan dan Prasarana Wilayah .

Tekms Pembangunal Rumah Susun -
"HURUFC - Dusl dengan penghntungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BP_

Dbatauberdasaﬁan huruf D.d, huruf C tidak pertu diisl. R -

kan NJOP PBBdmhaxgan'ansa!sVniapasarob’ekpa;akDalanhal
ndah dari NJOP PBB gunakan NJOP PBB sebagat dasafpeﬂnmbangan

bersangkum yang dnetapkan Kepala Daerah (lnfonnasl mengenal

cexr
S

~Angka{. = Nilai Perlehan Objek Pajak (NPOP) disi dengan mempertimba
oA hamga transaksllnila: pasar objek pajak. tidak diketahul atau lebih

Angka‘2) Dilsi sesuai dengan besamya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota

o besamya NPOPTKP dapat diperoleh melalut Dinas Pendapatan daerah selempat).
Angka3 | Cukupjelas. -

“Angka 4. .

Bengkal's Nomor 02 Tahun 2011).

Ditsi dengan memberi tanda X" pada kotak yang sesuai dengan dasarseorang
Hunif 2 Jika seforan akan dilakukan sebagaimana huruf C.

HURUFD

" Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar (SKPDB
Tambahan (SKPDB Kurang Bayarmbahan)

EAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR disi memperhatikan HURUF C4 dan pltihan pada
. e _JkaD-adipilh, maka jumlah setoran menggunakan C-4 . o
Jika D-b dipilih, maka jumiah setoran sejumiah nilai yang dmyatakan dx D-b

. - Tl . .
" -e  JkaDcdpih, maka]umlahsetoranmenggunakanMdkaIkandengmpmsentaseymgtfmyatakand‘Dc FRER A P
[ ] N

Jika D-d dipilih, maka jumlah setoran sejumiah nilai yang dinyatakan di D-d
Jumlah seforan fersebut ditsi dengan angka {datam kotak) dan huruf {(pada bagian yang diarsir),

Dalam hal BPHTB yang sehamsnyé terutang nihil (nol), maka WP tetap me
. SETORAN SSPD BPHTB nihil wkup dketahui oleh PPATINotans dengan me|
RO DltunjukIBendahara Penerimaan).

Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengap tarif pa;ak sebesar 5% (sesual Pasal 5 Peraturan Daerah Kabuparen

melakukan setoran pajak :

Jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhmmgan di huruf c tetapi menggunakan Surat Tagihan Pa;ak Daerah BPHTB (STPD BPHTB). .
urang Bayar), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar *

HURUF D

N : -

R

ngist SSPD BPHTB dengan memberikan “NIHIL® pada bagin JUMLAH
fancatagan oo yng i deedkan (WP 5k perk e Bark yarg

tebagai buld: pembayaran Lembar ke&ua d‘rtenma PPAi’Lembar kebga T

Angka 1. Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang fercantu dalamSPPTPBBatastanahdanataubangunanyang bersangkutan
‘Angka 2 s.d. angka 6. Diist dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.
Angka 7sd. angke 13. Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.
Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan. ..
Dalam hal NJOP P8B belum ditetapkan / belum ada SPPT PBB, angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat keterangan NJOP
) PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan FBB/Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wiayah keranya mefputi letak =~ . . .
. " .. " _ " _ tanahdan bangunan atas permohonan WP,
Angka 14, Diisi dengan harga transaksi yang lerjadiharga transaksi yang fercantum dalam Risalah lslanglnilai pasarob,ek fersebut
. Angka 15. . Dnsidengm kode]ems pemlehan hakatasmmdanbangunan sebagat berikut
- Jonis Perclehan Hek -~ | Kode Jenés Perolehan Hek “Kode |.. - - Jonis Perolehan Hak . Kode .
- Pemindahan Hak N R Pmnmkmd&nmlbmmmmhwa —~-08 - | - Pemekaranusaha . - . . ...~ S -2
- Jualbel ) 01 - ¥sahan hak yang mengakibatkan p o7 - Hadizh _ - : 13
|- Tukar-menukar 02 |- Pamkmpmboidahnbh\g 68 ;| - P hak Rumah Sedk Sehatdan * u
e e e PR I R . . e . RSSmelabiKPR . . L .0 . _ . ... .
- Hbah L - mmmnmmm - -] 09 « Pemberian hak baru : 15 .
~ * Hibah Wasiat o4 - Penggabungan usaha ‘ 10 - Ponbetmhtbauaebagakehm 16
e e . ‘ - — . pelepasan hak
- Waris 05 - Poloburan ussha 11 - Pemberian hak baru diluar pelepasan hak 17




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 2
(SSPD_BPHTB) Untuk PPAT/Notaris
Sebagai arsip
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
KABURATEN EENGRALES PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu
A. 1. Nama Wajib Pajak | I | l l I
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan/Desa  : 5RTRW: 6. Kecamatan
7. Kabupaten/Kota  : 8. Kode Pos [ [ T 1T 1
8. 1.NomoronjekPaakvorypes (| | | [ | L1 T 1 LI T ] LT LT T1[]
2. Letak Tanah dan atau Bangunan :
3. Kelurahan/Desa : 4. RTIRW
5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota :
Penghitungan NJOP PBB:
Luas NJOP PBB/m?
Uraian (Diisi luas tanah dan atau bangunan | (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya Luas x NJOP PBB/m?
yang haknya di peroleh) perolehan hak/Tahun ............)
[Tanah (bumi) 7. m? (9. |Rp. 1. [Rp W
Bangunan 8. m? 110. | Rp. L angka 8 x angka 10
NJOP PBB: | 13. | Rp angka 11 + angka 12
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: | | 14. Harga Transaksi/Nilai Pasar Rp.
16. Nomor Sertifikat Tanah:
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak )
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1 |B> Rp.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 |B> Rp.
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka1-angka2 | 3 |p» Rp.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5%x angka 3 4 (B> Rp.
D. Jumlah Setoran berdasarkan :
i:] a. Penghitungan Wajib Pajak
|:] b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor Tanggal
c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: %  Berdasarkan Paeraturan KDH No : 02 Tahun 2011
(1
*) Coret yang tidak periu
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf) :
| Rp.
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)
tl MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: Telah Diverifikasi :
WAJIB PAJAK/ PENYETOR BPN / PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN DAERAH
Tanggali s nemnaaeamt KABUPATEN BENGKALIS

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

;':‘"u?agiﬁi,::h Nomor Dokumen: ‘ I I l l

|
i wepesean: | | ) [T ] [TT] [LIT] LTI LITTT [




“* = Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib Pajak (WP)
..~ . .diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten Bengkalis; Lembar keempat dite:

. {\ HURUFA Diisi dengan data WP -

HURUFB ~ Diisi dengan data dan j ;ens perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

- HURUF C * DI dengan penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan o

- BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR disi memperhatikan HURUF C-4 dan pilihan pada

AT

Bank yang Ditunjuk; dan lembar keenam diterima Bendahara Penefimaan
»  siah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak KAPITAL atao diketk. © =~ 7
= Gunakan sats SSPD BPHTB untuk sefiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas

CARA PENGISIAN : v B

R . . ,.‘w-,')n -

bagai bukti pembayaran Lembar kedua dMnma PPAT Lembar kenga

tanah dan/atau ba\gunan

= Formufrini dapat pga dlgunakm untuk pembayaran atas suatu pembetu!an atau pengungkapan ketidakbenaran penghmn‘\gan WP, N

- Dinas Pendapatan Daerah d“usn dengan Dinas PendapahnDaerahyang wﬂayah kenanya meliputi letak tanah dan atau bangunan. . . ‘ :

angkaisd angkaacukup]elas. .- e e e .

“ - Angkat. . - Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantu

dalam SPPT PBBatas'anahdanataubamunanymg betsangkum

Angka 2 s.d. angka 6.  Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.
T Angka 7 s.d. angka 13. Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.

. . Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun S

PBB saat terjadinya perolehan.

Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan / belum ada SPPT PBB, angka 9 dan angka 10 disi berdasarkan surat keterangan NJOP

- PBB yang diterbRkan oleh Képala Kantor Pelayanan
tanah dan bangunan atas permohonan WP,
Angka 1. Diisi dengan harga transaks! yang ferjadiharga transal

B/Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak
i yang fercantum dalam Risalah Lehnglnila: pasarob;ek brsebut. ~

* - Angka 185, o Dl“slqengmkode]enispembhanhakatastarmdmbangunmsebagalberilmt - -

O . . et e T e »;;;:,'.‘ Tt

- Pemindahan Hak . - Pamsﬁmdahnmlbadmwkumﬁm 06 = Pemekaran ussha x 12

- Jual bel 01 - P hak yang kibatkan p 07 .| - Hadish ’ 13

< Tukar-menukar 02 |- Puwtmpenbeiddanhlmg - 08 |- Perolehan hak Rumeh Sederhana Sehatdan’ ' -

g . .« | .. RSS meiaki KPR .

- Hibah . - 63 - mumumnmwuhmm Bp| 09 - Pemberian hak baru ’ 15

- HbahWasiat ~ 04 | - "Penggabungan usaha 10" | - ‘Pemberian hak baru sebagai kelanjutan™ - " |- 16~ |
. RS . L polepasan hak :

- Wars 05| "= Peloburan usaha 1 -_Pemberian hak baru diluar pelepasan hak 17

" Teknis Pembangunan Rumah Susun

" Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD BPHTE
_ Db atau berdasarkan hunf D.d, huruf C tidak pertu diis.

e .A Angkai . Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) disi dengan me

KPDB Kmang BayarlSKPDB Kufang BayafTambahan sebagamana hutuf i

kmNJOPPBBdmhatjatransaksnlnilaipasarob;ekpajak.Da(amhal

bersangkutan, yang drtetapkan Kepa!a Daetah (nfommu mengenal

v ol barga transaksinilai pasar objek pajak. Sdak diketahui atau lebih rInddi dari NJOP PBB gunakan NJOP PBB sebagai dasar pesﬁmbangam

- Angka2 - Disi sesuai dengan besamya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota

- |- besamya NPOPTKP dapat dnpemleh melalui Dmas Pendapatan d

" Angka3 " " Culupjelas.’

Angka 4. Ditsi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (sesual Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupahen

Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011).

HURUFD  Diisl dengan memberi tanda *x” pada kotak yang sesuai dengan dasarseorang
Hunf a Jika setoran akan dilakukan sebagaimana hunsf C.
HunAf b. Jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C,|

-+ Tambahan (SKPDB Kurang Bayar tambahan). -

e JikaD-adipilh, maka jumiah setoran menggunakan C-4
. Jika Db dipitih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di D-b

"« 77 JkaD<dipiih, maka jumiah setoran menggunakan C-4 dikalikan dengan prosentasé yang dinyatakan di D¢

. Jika D-d dipith, maka jumlah setoran sejumiah nilai yang dinyatakan di D-d
Jumiah seforan fersebut diisi dengan angka {datam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir)

melakukansetoranpa]ak e

tetapi mnggunakan Surat Taghan Pa;ak Daefah BPHTB (STPD BPI-HB),

IO S SuratKetetapanPa)akDaerahBPHTBKumngBayar(SKPDBKmangBayao atauSuratKetehpanPa;akDaerahBPHTBKumgBayar

HURUF D - R ) <

Catatan:  Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihd (nof), maka WP tetap mehgisl SSPD BPHTB dengan memberikan “NIHIL® pada bagian JUMLAH

SETORAN SSPD BPHTB nihil cukup diketahul oleh PPAT/Notaris dengan mef
Drmnjuleendahara Penenmaan) :

sebmpat)

Fungsi Peayanan meiaki Walb Poak (WP); Lambar keima dierima pe

handatangani kolom yang felah disediakan (WP tidak perlu ke Bank yang . LI




D. BAGAN ALIR

Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Uraian

Wajib Pajak
Selaku Penerima Hak

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kepala Badan Pertanahan

e

Wajib Pajak (penerima hak) mengurus perolehan hak atas tanah dan atau
dan/atau bangunan ke PPAT dengan menyerahkan dokumen terkait
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

PPAT menerima dokumen perolehan hak dari Wajib Pajak. PPAT
kemudian memeriksa data mengenai objek pajak ke Kepala Badan
Pertanahan.

Kepala Badan Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan oleh PPAT
terkait pemeriksaan objek pajak.

PPAT menyusun Draft Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan.

PPAT kemudian menyimpan Draft Akta Pemindahan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan.

Berdasarkan prosedur yang berjalan, PPAT menerima formulir SSPD-
BPHTB dari Dinas Pendapatan Daerah.

PPAT menghitung BPHTB terutang, menyiapkan SSPD-BPHTB.

WP bersama-sama dengan PPAT kemudian menandatangani SSPD-
BPHTB.

Mengurus Perolehan Hak

Dokumen Terkait

Atas Tanah dan/atau
Bangunan Ke PPAT

{
1
|

A, {lembar 1)

| (lembar2)

| | Alembar3)

| flembar4)
| (lembar 5)
(lembar 6)

|

SSPD-BPHTB | u

WP dan PPAT Tanda |

Tangan

i

| Penyediaan
| Formulir SSPD-
| BPHTB

| Form
| ssPD-BPHTB
Mﬂm_mawm«v
@ }

v

Tanah dan

Perolehan Hak Atas m
Bangunan w

Memeriksa Data
Terkait Objek Pajak

|

N

Ke Kepala Badan
Pertanahan

{
|
l

| Menyusun Draft
Akta Pemindah

V¥

Menyediakan Data
Yang Dibutuhkan PPAT
Terkait Pemeriksaan
Objek pajak

|
1
1
|
|

Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan
Draft Akta

Pemindahan hak

Atas Tanah dan/
atau Bangunan..

Menghitung
BPHTB Terutang, Menyiapkan
SSPD-BPHTB &

Menandatangani SSPD-BPHTB

{lembar 2)

i {lembar 3)

. [lembar 4)

| llembar 5
| (lembar6)

|
|
|
w

SSPD-BPHTB

Arsip

ngurusan Akta




. LAMPIRANNl PERATURAN BUPATI BENGKALIS
L " NOMOR
TANGGAL

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAH / ATAU BANGUNAN'

| A GAMBARAN UMUM o

Prosedur: pembayaran BPHTB oleh hak tanah dan/atau bangunan merupakan |

- proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak ‘atas BPHTB terutang melalui Bank
" Riau KepnlBendaharawan Penerimaan/Pembantu Bendaharawan Penerimaan.

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran
dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalw Bank Riau Kepri atau

- secara tunal melalun Bendahara Penerlmaan /Pembantu Bendaharawan Penenmaan

- B.. PIHAK TERKAIT

1. Wajlb Pajak selaku Penerlma Hak

Merupakan plhak yang memlllkl kewajlban membayar BPHTB terutang atas
perolehan hak atas tanah danlatau bangunan B : : :

2, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

. ~Merupakan plhak yang menylapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagai ‘
 dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu -
melakukan perhltungannya ’ : :

- 3. Bank R|au KeprllBendahara Penerlmaan e

: Merupakan plhak yang menerlma pembayaran BPHTB terutang dan Wajib - ‘

Pajak. Dalam prosedur ini Bank Rlau Kepn/Bendahara Penerimaan benNenang R

untuk :

e Menerima pembayaran BPHTB terutang dar| Waj:b Pajak
Memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB; ' : :
Mengembalikan SSPD BPHTB yang peng|3|annya tidak Iengkap/kurang,
Menandatanganl SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan
Mengars:p SSPD BPHTB Iembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6

- c. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS Sl

' Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya Wajlb Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak‘
~ Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan

; surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran -
pajak yang terutang ke kas daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak -

atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdln atas 6 Iembar dengan '
perincian sebagai benkut :

> Lembar1:

- Untuk Wajib Pajak

- > Lembar2:

. " Untuk PPAT sebaga| arsip
> Lembar3: : :
: Untuk Badan Pertanahan sebagal Iamplran permohonan pendaftaran



| ,menandatanganl SSPD BPHTB tersebut

Langkah 2
~ Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank Rlau KeprllBendahara

: Langkah 5

> 'Lembar4

" Untuk funQS| pelayanan sebagal Iamplran permohonan penelltlan SSPD BPHTB
> Lembar5: :

" Untuk Bank Rlau Kepn /Bendahara Penenmaan sebagal arS|p

> Lembar 6:

Untuk Bank Riau Keprl lBendahara Penenmaan sebagal Iaporan kepada Fungs:
PembukuaaneIaporan e ‘

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran :V\;Iéjibj ‘ Pajakf-}dan PPAT

Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudlan membayarkan BPHTB .

- terutang melalw Bank Riau KepnlBendahara Penerlmaan .

Langkah 3

'Bank Riau. Kepn/Bendahara Penenmaan menerlma SSPD BPHTB dan uang . Rhet:
- pembayaran BPHTB terutang dari ~Wajib Pajak 'Bank Riau Kepn/Bendahara‘ B
~ Penerimaan ~kemudian - memeriksa kelengkapan ~ pengisian.  SSPD -BPHTB dan

kesesuaian besaran n|la| BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari
Wajlb Pajak L . -

Langkah 4

Bank Riau Kepn/Bendahara Penenmaan menandatangam SSPD BPHTB Lembar 5
dan 6 d|$|mpan Sedangkan Iembar 1-4 d|kembaI|kan ke Wajlb Pajak e .

Wajib Pajak menerima SSPD" BPHTB lembar 1 '{2 3, dan 4 dari Bank Riau
Kepri/Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudlan melakukan proses berikutnya
yaitu pemlohonan penehtlan SSPD BPHTB ke Fungsu Pelayanan di Dinas Pendapatan

Daerah




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Lembar 5

( SS P D_ B P HTB) Untuk Bank yang Ditunjuk/
Bendahara Penerimaan
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
BABUEATENBENCKALES PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu
A. 1. Nama Wajib Pajak [ ] | | |
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan/Desa 5. RTRW: 6. Kecamatan
7. Kabupaten/Kota 8. Kode Pos [T T T T7]
8. 1omorosiekpaakvorypes || ] [ [ | [ [ 1 LI T ] LI LIT T ][]
2. Letak Tanah dan atau Bangunan :
3. Kelurahan/Desa 4. RT/RW:
5. Kecamatan 6. Kabupaten/Kota :
Penghitungan NJOP PBB:
Luas NJOP PBB/m?
Uraian (Diisi luas tanah dan atau bangunan | (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya Luas x NJOP PBB/m?
yang haknya di peroleh) perolehan hak/ Tahun ............)
Tanah (bumi) 7. m2 |9, Rp. 1. |Rp W
Bangunan 8. m? | 10. Rp. 12. Rp angka 8 x angka 10
NJOPPBB: | 13. | Rp angka 11 + angka 12
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: l | I 14. Harga Transaksi/Nilai Pasar Rp.
16. Nomor Sertifikat Tanah:
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak )
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1 | Rp.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 (B> Rp.
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka1-angka2 | 3 |p Rp.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 (B> Rp.
D. Jumlah Setoran berdasarkan :
|:| a. Penghitungan Wajib Pajak
D b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : Tanggal
¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: %  Berdasarkan Paeraturan KDH No : 02 Tahun 2011
1 e
*) Coret yang tidak periu
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf) :
Lro.
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)
q MENGETAHUL: DITERIMA OLEH: Telah Diverifikasi :
WAJIB PAJAK / PENYETOR BPN / PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN DAERAH
Tanggal:......ccoovvvenercniereens KABUPATEN BENGKALIS

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Hanya diisi oleh
petugas Dinas
Pendapatan
Daerah

Nomor Dokumen:

NOP PBB baru :

L L L L] L]

Bl NN EEN BEE NEE ENEN

[ ]




- Dinas Pendapatan Daerah, disi dengan Dinas Pendapatan Daerah yang wnayah kerianya me

. BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR dis| memperhaﬁkan HURUF C-4 dan pdihan pada

- - PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETOR/

e Formulr ki terdiri dart 6 {enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajb Pajak (WP) <

- diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten Bengkalis; Lembar keempat diter)
Bank yang Ditunjuk; dan lembar keenam diterima Bendahara Penerimaan .

: -:"Isi!ahSSPDBP}-l'TBNdenganhurufcetakKAPlTALataudﬂcenk P s

= Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hakatass:mxmahdanlambangman
= Formulirini dapat juga (ﬁgunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengmd@an kehdakbenatan penghmmgan WP.

CARA ENQﬁIAN PR

HURUFA Diisi dengan data WP .
angka1 sd.angka 8. wkupjelas

Dnsl dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
Angka 1. Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantu
. Angka 2 sd. angka 6. Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang hakn
Angka 7 s.d. angka 13. Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas
- c Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun S
- Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan / belum ada S|
PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan

" . tanah dan bangunan atas permohonan WP,

HURUF B

iletok tanah dan ataubangunan. -

dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutax

a diperoleh,

nah dan/atau bangunan yang haknya dipemleh

PBB saat ferjadinya perolehan.

PBB, angka 9 dan angka 10 diisi beMmkan surat keterangan NJOP

Dsidenganhatgatransaksiyangleqaddhatgéhansa ymghmnmmdalanRsalahLebnglnﬁa:pasarob,ektersebuL
-~ ... Angkats.. _ Dusldengmkodejemspemlehanhakatastana:dm unan, sebagaiberﬂwt
et - - Talooe
B S :‘;!.L.“. N I RN
Janis Pervlehan Hak Kode " Jonis Porolohan Hak |+ Kode - Jonis Perlohan Hak . - . - | Kode
-« - Pemindahan Hak o I Pumdahnmlbdmhﬁumhmya --08 .| -~ Pemekaranussha - -.. - ... : 12
- Jualbel 01 | - Pemisahanhak yang P 07 - | - Hadiah : : 13
- Tukar-memukar 02 - Pmnmp«rbddahnhug 1 o8 - Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat dan 14
. . - . oo = . | . .RSSmelakiKPR . . . . . ___

- Hibsh o3 - mmmnmmm ap 09 -, { - Pemberian hak baru 15
= Hibah Wasiat 04 - quabtmm 10 - Ponbethhdbautabagakshﬂm ) 16
I, = R © ... | . pelepasanhak '

- - Waris 05- | - F ussha . ‘" “«__Pemberi hakbautiharpelepmlﬂ 17

*) Dalam hal Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (Rs.sehatRSH) sebaga:
. No.24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengm
-+ Keputusan Menterl Pemukiman dan Prasarana Wilayah mmrsmw

e Tekms Pembangunan Rumah Susun.

Hurfb.
" . Tambahan (SKPDB Kurang Bayar tambahan).

_ e _ JkaD-adipilih, maka jumiah setoran menggunakan C4 . -
. Jika D-b dipilih, maka jumiah setoran sejumiah nilai yang dmyatakan d: Db

. Jika D¢ dipilih, maka]umlahsebmmnggunakan“dka!kmdenganpmsentaseymgdmyatakmdlDc R

. Jika D-d dipitih, maka jumiah setoran sejumiah nilai yang dinyatakan di D-d

Jumiah seforan tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan hunuf {pada bagian yang diarsir}. )

Datam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nof), maka WP tetap mé
SETORAN SSPD BPHTB it cukup dikelahul oeh PPATNotars dengan me
: D:mnmleendahaa Penenmaan)

Catatan:

a d:aturdalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah -
kungan Fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana felah diubah dengan
dan Rumah Susun Sederhana ymg diakukan melaii Kredit Pemilikan

KPDB Kurang BayarISKPDB Kmang Bayar Tambahan sebagamana huruf

dari NJOP PBB gunakan NJOP PBB sebagai dasar perﬁmbangan

HURUF C Diist dengan penghmmgan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (B
.. - Dalam hal SSPD BPHTB dngunakan untuk serorm berdasarkan STPD B
Db atau berdasarkan huruf D.d, huruf C tidak pedu diist. .. . . - .
" Angkai.  Niai Perolehan Objek Pajak (NPOP) disl dengan memperti
o o hargattansaksilnﬂalpasarobiekpaiak.ﬁdakdﬂ(etahuiatauhbh
_ " “Angka2 - Disi Sesuai dengan besamya NPOPTKP unfuk Kabupaten/Kota
" besamya NPOPTKP dapat perveh melakl Dinas Perdapatan ron seempat
Angka3 - . Cukupjelas.
Angka 4. - Diisi dengan hasil perkakan antara NPOPKP (angka 3) dengan lanf pa;ak sebesar 5% (sesual Pasal 5 Peraturan Daetah Kabupaien R
: i Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011). X ;
" HURUF D - Diisi denﬁan memberi tanda *x” pada kotak yang sesuai dengan dasarseorang NP melakukan seforan pa;ak
- Hunfa Jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C. -
o -Jika setoran dilakukan tidak menggunakan pemmmgan di huruf G,

tetapi menggunakan Surat Tagthan Pa;ak Daerah BPHTB (STPD BPHTB).

" Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar (SKPDB Kurang Bayar), atau Surat Ketetapan Pa;ak Daerah BPHTB Kurang Bayar

HURUF D

obagai buk pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT, Lembar ketiga =
ima Fungsl Pelayanan melaki Wajib Pajak (WP); Lembar keima dilerima

B/Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya merpuu letak

kanNJOPPBBdanharganansaksiIniaipasarob;ekpakaalamhal Lo

yang bersangkutan, yang dnetapkan Kepala Daerah (mfonnasu mengenal w

ngisi SSPD BPHTB dengan memberikan NIHIL® pada bagian JUMLAH ="~
rantangan Kolor ang i dsecikan (WP 5k per o Bank yang




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 6
(SSPD_BPHTB) Untuk Bank yang Ditunjuk/
Bendahara
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
HABUATEN EENCIONL IS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu
A. 1. Nama Waijib Pajak BEEREN
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan/Desa 5.RT/RW: _ 6.Kecamatan :
7. Kabupaten/Kota 8KodePos : | [ | [ [ |
8. 1nomoroiekpaiakvorypes || | [ [ ] LT [ ] LI T[] L] LI 11 [
2. Letak Tanah dan atau Bangunan :
3. Kelurahan/Desa . 4. RT/RW:
5. Kecamatan 6. Kabupaten/Kota :
Penghitungan NJOP PBB:
Luas NJOP PBB/m?
Uraian (Diisi luas tanah dan atau bangunan | (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya Luas x NJOP PBB/m?
yang haknya di peroleh) perolehan hak/ Tahun ............)
Tanah (bumi) 7. m2 |9, Rp. 1. |Rp W
Bangunan 8. m2 | 10. Rp 12. Rp W
NJOP PBB: | 13. | Rp angka 11 + angka 12
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: | 14. Harga Transaksi/Nilai Pasar Rp.
16. Nomor Sertifikat Tanah:
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp.
D. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak )
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1 B> Rp.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 (B> Rp.
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1- angka 2 3 (p Rp.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 |B> Rp.
E. Jumlah Setoran berdasarkan :
|:| a. Penghitungan Wajib Pajak
|:| b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : Tanggal
c¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: %  Berdasarkan Paeraturan KDH No : 02 Tahun 2011
1«
*) Coret yang tidak periu
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf) :
| Rp.
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)
gl MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: Telah Diverifikasi
WAJIB PAJAK / PENYETOR BPN / PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN DAERAH
Tanggali s KABUPATEN BENGKALIS

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Hanya diisi oleh

BN ER N

petugas Dinas Nomor Dokumen: |
";::"’::ata" NOP PBB baru : { | I I } I | I I




* w ** Formuiir inl terdii dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib Paiak (WP)

- Dinas Pendapatan Daerah diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya me
»VHURUFA Diisi dengan data WP

" "HURUFB " Diisi dengan data dan fenis peroiehan hak atas tanah dan atau bangunan,

" Catstan:  Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nof), maka WP tetap -
. SETORAN SSPD BPHTB nihil cukup diketahui oleh PPATINotans dengan menandatangani kolom yang telah dsediakan (WP fdak periu ke Bankyang . .. ’

.." . PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAHBPHTB - -

..~ diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten Bengkalis; Lembar keempat dite
. Bank yang Ditunjuk; dan lembar keenam diterima Bendahara Penermaan : H
‘= -Isilah SSPD BPHTB ini dengan hunsf cetak KAPITAL atau dikefik.- S

= Gunakan satu SSPD BPHTB unfuk setiap setoran dan setiap jenis pemlehan hak atas

tmahdanlataubmgmm

» - Formulir ini dapat juga d:gunakan untuk pembayafan atas suatu pembetulan atau pengu kapan kebdaanaan penghmmgan WP

CARAPENGISIAN ; IR AT 7 ,
letak tanzh dan atau bangunan.

angkatsd. anghaB.ekuplelas. © - T T T B

Angka 1. Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantuny dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkman
. Angka 2s.d. angka 6.  Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang diperoleh.
Angka 7 s.d. angka 13. Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh
_ Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SFPT PBB saat terjadinya perolehan. :
Datam hat NJOP PBB belum ditetapkan / belum ada SPPT PBB, angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan sutat keterangan NJOP
PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan BB/Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wﬂayah kerjanya meﬁpuﬁ letak
T ... .. tanahdan bangunan atas pemmohonan WP. :
Angka 14. Diisi dengan harga fransaksi yang hdad'marga transal yang tercantum dalam Risalah Lelanglmb pasar objek tersebut

,,Angka15 Dusldengan kode pmsperolehanhakatastanahdan gunan, sebagai berikut )

- Jenis Perolehan Hak | -Kode : Jenis Perolehan Hak - : S| Kode |-~ > . Jenis Perolehan Hak o Kode

- .PemindahanHak - -} . - Pmmmddlnwmlbdmmmhnya - 06 .| - Pomekamanussha - .. ... . .. 12 -
- Jual bel 01 - P han hak yang kibatcan p o7 - Hadish s 13

- Tukar-menukar 102 - Penunjukan pembel dalam lelang : [ - Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat dan 1%

- Hibah ) 03 - Pﬁmmmmuinmmpmmhhm w®p| 09 - Pemberian hak baru 15

- Hibah Wasiat [} - Penggabungan usaha . 10 - Pemberian hak baru sebagai kelanjutan 16

- ,\.,_ . N PR PR . i .- hak N

- Waris - 05 - P usaha i - 1 “«_Pemberian hak baru diluar pelepasan hak 17

- T *) Dalam hal Perolehan hak Rumah Seﬁﬂ@a Sehat (Rs.sehéVRSH) sebagax’nana diatur dalam Keptm:smr Menteri Pemukiman dan Prasaraha Wilayah
et .« L No.24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subskli Perumahan sebagaimana felah diubah dengan
© - . . Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No20n<PTS/MI2004 dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan melali Kredit Pemifikan .

Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada Pﬂratutan Menheri Pekerjaan Umum _No. 60/PRT/1992 tentang Persyaratan
Teknis Pembangunan Rumah Susun, =~ - - sen TRl e e T

-HURUFC . Dns«dengmpenghmmganBeaPemlehmHakatasTmahdénBangunan(BPHTB)olehWP I

- Dalam ha! SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD B KPDB Kulang BayarlSKPDB Kutang Bayar‘rambahm sebaga:mana huruf

D.b atau berdasarkan huruf D.d, hunut C tidak pertu diisi.

' Angka 1. . Nilai Perolkehan Objek Pajak (NPOP) diisl dengan memperti kan NJOP PBB dan harga transaksnfnﬂau pasar obiek pajak. Dalam hal
B harga transaksiMilai pasar objek pajak. fidak diketahui atau lebh ndah dari NJOP PBB gunakan NJOP PBB sebagal dasar pertimbangan.

" "Angka2. . Diisl sesual dengan besamya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan Kepala Daerah (momm mngenai -

N besamyaNPOP’ﬂ(Pdapatdlpemlehmela!ulnnasPendapahn rahsebmpat) R L
R Angka 3 - Cukupjelas PN . e - . - e T e -

I R RTINS T, [SAFERN
bagai bukti pembayaran; Lembar kedua diterima PPAT, Lembar ketiga™ = ™
Fungle:’elayananmelahl Waijib Pajak (WP); Lembar keima diterima

- Angkad.  Diisi dengan hasi perkalian antara NPOPKP (angka 3) deng tarif pajak sebesar 5% (sesual Pasal § Petatumn Daerah Kabupaten St

Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011).

HURUFD  Diist dengan memberi tanda "x" pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang melakukan setoran pajak :
- - Huruf a Jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C. :
Huruf b. Jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf
Crey Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar (SKPDB
T T Tambahan(SKPDBKurangBayartambahan) )

VL

BAG!AN JUMLAH PAJAK YANG DISETORdlsl memperhatikan HURUF C-4 dan pilihan

e .. Jka D-adipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-4
Jika D-b dipilih, maka jumiah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di Db

43 HURUF D

- e - JkaD-cdiptih, maka jumiah setoran menggunakan C4 dikalkan dengan prosen! ymgdmyatakandiDc me e R TR PP
L) N R

Jia D-d dipilih, maka jumiah setoran sejumiah nilai yang dinyatakan di D-d
Jumiah setoran tersebut dit fisi dengan angka {dalam kotak) dan hunf {pada baglan yang diarsir}.

ngisi SSPD BPHTB dengan memberikan ﬂlHlL' pada bagian JUMLAH

Ditunjuk/Bendahara Penerimaan).

Lt . - . 5 T . R e
tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD BPHTB),
ng Bayar), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar -




D. BAGAN ALIR
Prosedur Pembayaran BPHTB oleh Penerima hak Atas tanah dan/atau Bangunan
i Waijib Pajak
Uraian Selaku v.m:mz_am Hak Bank yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan
1. Berdasarkan prosedur pengurusan akta pemindahan hak, maka wajib pajak menerima | om:vammac: w |
SSPD-BPHTB dari PPAT. | rosedw | |
| Pengurusan Akta |
w Pemindahan Hak) M i
2. Wajib Pajak membayar BPHTB terutang dan menyerahkan SSPD-BPHTB kepada Bank yang A_%,;:.._ : ardbarity
ditunjuk/Bendahara Penerimaan. | flembar?) [ | (lembar2)
(lembar 3) ]
{1 ”a.ﬂ» ” ., i N ,:m:._wm«wu
| | lembard) , i | e ||| Uembara)
| Mlembarsy | R J ! (lemba 5) |
[ | (lembars) | Wl e
(lembar 6)
|| SSPD-BPHTB | SsPD-BRHTE |
3. Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan menerima pembayaran, menandatangani Meherisia
SSPD-BPHTB, mengarsip SSPD-BPHTB lembar 5 dan 6, dan menyerahkan SSPD-BPHTB | n_”.,._,avw”ﬁﬁmmﬂﬂwﬂ_
lembar 1,2,3 dan 4 kepada Wajib Pajak. | SSPD-BPHTB |
{lembar Cv lerbarss 1 i
11 lembar 1, A (lembar 5)
) ) . | , mbar 5
4. Wajb Pajak memerima SSPD-BPHTB lembar 1,2,3 dan 4. ,_ .NNH%HHN | | flembar2) , || (lembar6)
I - | (lembar3) [ { i
(lembar 4) (B SSPD-BPHTB {
i (lembar 4)
| SSPD-BPHTB i ,
{ o || sspoepHT | ,_\
Arsip
5. Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan penelitian SSPD-BPHTB kepada Fungsi " Menyampaikan |
| Permohonan |
Pelayanan. Penelitian SSPD- | ( )
|  BPHTBKeDPPKAD | | Selanjutnya digunakan |
: " | dalam Proses Pelaporan |
f
Vi 2B

BPHTB

Lampiran Il : Per

BUPATI

H. HERLTYAN $ALEH




LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
. NOMOR - : =
. TANGGAL

' PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB (SSPD BPHTB) e -

A GAMBARAN UMUM

Prosedur penehtlan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses ‘
- verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum

- dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak
‘melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak

-~ Daerah BPHTB" ‘melalui Bank Riau Kepri/Bendahara Penerimaan.: Penelitian Surat

Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di Dinas Pendapatan

Daerah. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhl maka e ;

FunQSI Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran Pajak Da»erah BPHTB. -
B B PIHAK TERKAlT

1 Wajlb Pajak selaku Penerlma Hak B

_Merupakan plhak yang mengajukan permohonan penelltlan kepada Fun93|
: Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dlbayarkan o

o : 2. Fungsn Pelayanan -

Merupakan p|hak yang memerlksa kebenaran informasi terkalt objek pajak yang
- tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB FungS| Pelayanan o

: ben/venang dan bertugas untuk :

o Memlnta data terkait objek pajak kepada FunQSI Pengolahan dan Informasn 0 \
e Memenksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkalt objek pajak_:

“yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan o
) Menandatanganl Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dlverlt“ kaS|

- 3. Fun95| Pengolahan Data dan InformaS|

"‘Merupakan pihak yang menylmpan data base objek pajak Fun93|

menyediakan data terkait - objek pajak kepada Fungsi Pelayanan Fungsnt |

Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk :

o Mengelola data base objek pajak termasuk dalam wnlayah wewenangnya

dan .
o Menyedlakan data objek pajak atas permlntaan Fun93| Pelayanan

C. LANGKAH LANGKAH TEKNIS

: Langkah 1

- Wajib Pajak selaku penenma hak menylapkan dokumen pendukung yang dlbutuhkan

untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas :

e . SSPD BPHTB yang tertera. Nomor Transaksi Penerimaan’ Daérah (NTPDISSPD B

BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);

o Fotokopi 'identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda PendudukISurat Izm,: | B

" Mengemudi/Paspor);
Surat Kuasa dari Wajlb Pajak (dalam hal dlkuasakan)

e ‘Fotokopl Kartu Keluarga atau Keterangan Hubungan Keluarga dalam haI |n| g

transak3| waris .



Fotokopl |dent|tas Kuasa Wajlb Pajak (dalam hal dlkuasakan)
Fotokopl kartu NPWP B

de ',' Dokumen pendukung Iam yang dlperlukan

o Wajlb Pajak meng|S| Formullr Permohonan Penelltlan SSPD BPHTB Wajlb Pajak v

. kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB

R (lembar 4) dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan

g Langkah 2

s Y:Fungm Pelayanan menerima Formullr Permohonan Penelltlan SSPD BPHTB ‘SSPD
~ BPHTB (lembar 4), dan dokumen" pendukung dari-Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan
~ kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan Formulir

X _Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan

‘mengisi dan menyampalkan Form Pengajuan Data kepada Fun93| Pengolahan Data |

= dan lnformaS| R

Langkah3 | | |
'Fun93| Pengolahan Data dan InformaS| menerima Form Pengajuan Data dari Fungs: :

B Pelayanan Fungsi Pengolahan Data dan Informasi menarik data yang dibutuhkan dari
. sistem data base objek pajak. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi kemudian

" “mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan

‘Data dan InformaSI IaIu menyerahkan kembah data Form Pengajuan Data kepada

—_'FungSl Pelayanan

L Langkah 4

) FunQS| Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak

_ dari fungsi. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi. Fungsi Pelayanan kemudian

-~ memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam 'SSPD BPHTB dan dokumen

" pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data

dan Informasi. Dalam kondisi tertentu, Dinas Pendapatan Daerah berhak melakukan

: L penehtlan Iapangan untuk mengecek kebenaran data secara r||I Mekanlsme dan tata

cara penelltlan Iapangan akan dlatur tersendln

‘Langkah 5

" ‘Setelah semua kebenaran mformaSI objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan
dokumen’ pendukung terpenuh| maka Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD

o BPHTB (lembar 1,2, 3, dan 4). Fuant Pelayanan mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4)

‘sebagai dokumentasi. FunQSI pelayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB (Iembar 1, 2,

 dan3)kepada Waii Pajak

i Langkah e

Wajlb Pajak menenma SSPD BPHTB (Iembar 1,2, dan 3) dar| FunQSI Pelayanan




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )

Lembar 4

Untuk Dinas
Pendapatan Daerah

Dalam proses penelitian

KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

A. 1.Nama Wajib Pajak : | | | |
2.NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :

4. Kelurahan/Desa 5RTRW: 6. Kecamatan :

7. Kabupaten/Kota 8KodePos : [ T T T T ]
8. 1.NomoroniekPaiakvorpes || | [ ] LT T 1 LI T T LT LIT T[]

2. Letak Tanah dan atau Bangunan :

3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW :

5. Kecamatan 6. Kabupaten/Kota :

Penghitungan NJOP PBB:
Luas NJOP PBB/m?
Uraian (Diisi luas tanah dan atau bangunan | (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya Luas x NJOP PBB/m?
yang haknya di peroleh) perolehan hak / Tahun ............ )
. 2
Tanah (bumi) 7. m2 |9, |Rp. . |Rp [Cangka 7 xangka 9
Bangunan 8. m2 | 10. |Rp. 12 |Rp angka 8 x angka 10
NJOPPBB: | 13. | Rp angka 11 +angka 12
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: | l 14. Harga Transaksi/Nilai Pasar Rp.

16. Nomor Sertifikat Tanah:

C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak )

Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1 [B> Rp.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 |B Rp.
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka1-angka2 | 3 |p> Rp.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5%x angka 3 4 (B> Rp.
D. Jumlah Setoran berdasarkan :
l:l a. Penghitungan Wajib Pajak
l:l b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : Tanggal
[:| ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: %  Berdasarkan Paeraturan KDH No : 02 Tahun 2011
[] d
*) Coret yang tidak periu
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf) :
| Rp.
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)
tal MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: Telah Diverifikasi :
WAJB PAJ7\K /PENYETOR BPN / PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN DAERAH

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

KABUPATEN BENGKALIS

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan

Hanya diisi oleh

Ll ] B

HEREEREREEE

ot ds Dhkte Nomor Dokument: ||
e worpesben: | | | [ [ LI T LIT] LTI LLTT] [




R PRI

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORA

*'» Fomufir il tendir dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama dierima Wajb Pajak (WP)

diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten Bengkalis; Lembar keempat ditel
Bank yang Ditunjuk; dan lembar keenam diterima Bendahara Penefimaan ¢
Isilah SSPD BPHTB Ini dengan hunuf cetak KAPITAL atau diketk. - -

\N PAJAK DAERAHBPHTB - - - - -
bagai bukt pembayaran; Lembar kedua dierima PPAT, Lembar ketiga
Fungsi Pelayan_an melalui Wajb Pajak (WP); I-mear kein!q diterima

= Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak aras suaiu tanah danlatau bangunan

= Formulir inl dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.

CARAPENGISIAN ; ~
Dinas Pendaparan Daerah, diisi dengan Dinas Pendapatan Daetah yang wﬂayah ker)anya mer

" 'HURUFA  Dissi dengan data WP

:.angka1sd angka 8. cukupjelas

HURUFB  Diisi dengan data dan ]ems perolehan hak atas tanah dan atau bangunm .
Angka 1. Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantu

. Angka 2 s.d. angka 6.

puti letak tanah dan atau bangunan.

SPPT PBB atas tanah dan a1au bangunan yang bersangkurm

Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang hakn! a diperoleh.

Angka 7 s.d. angka 13. Merupakan tabe! untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya d‘rpemleh

Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun S

PBB saat terjadinya perolehan.

Dalam hal NJOP PBB betum ditetapkan / belum ada SPPT PBB, angka 9 dan angka 10 dis| berdasarkan surat keterangan NJOP

PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan
L _ . . tanahdan bangunan atas permohonan WP,
Angka 14. ’

B/Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya merptm letak

Dusidengmha:gahansakslyangbnadmamataisa yangbmnhmdalamRsalahLelang/nilaipasarob;eklersem
Angka 15. Dusudengankode]ems pemlehanhakatasmdldm unan, sebagaubetilmt
- - A < - o ]
Jonis Porclehan Hak - | . Kode Jonis Perolehan Hak - - Kode |- " . Jenis Porolehan Hak .-} Kode
~« -Pemindahan Hak - - . - Pemasukan dalam perseroan / badan hukum kinnya - | -| . 06 - Pemokaranussha . - L . 12
- Jual bef 01 ~  Pemisahan hak yang kibatkan peraih . +. 07 .| - Hadiah 13
- Tukar-menvkar - 02 |~ Penunjukan pembel dalam lelang 08. | < Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat dan 1"
- Hibsh 3 - Pek putrsan hekim yg mempunyai kekumtn hukum bp] 09 - Pemberian hak bans 15
- Hibah Wasiat [} = Penggabungan usaha - : 10 "= Pemberian hak baru sebagai ketanjutan - 16
- Wais 05 - P usaha 1 ~_Pember mmmmm ~ 17
*) Dalam ha! Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (Rs.sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan PraSaranéWilayah
- No.24/KPTS/M2003 tentang Pengadaan Perumahan dan Pennukiman dengan an Fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.20/KPTS/M/2004;dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan
Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannyamengawpada raturan Menteri Pekeqaan Umum No 60/PRTI1992 fentang Petsyamtan
Teknis Pembangunan Rumah Susun. o o N
HURUFC nxsldengmpmghmmanBeapemlenmﬂakamsranandmsmgman(s' )olehwp R, B T
- - Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untsk setoran berdasarkan STPD B KPDBKurangBayarlsn’DBKmangBayafTambahansebagammahumf
. D.b atau berdasarkan huruf D.d, huruf C tidak peru diisi. . e . - .
Angka1. - -Nilal Perolehan Objek Pajak (NPOP) disi dengan mempenmbawgkm NJOP PBBdanhatga transaksinilal pasar objek pajak.Dalamha! -
s harga transaksinflal pasar objek pajak. tidak diketahui atau lebih rendah darl NJOP PBB gunakan NJOP PBB sebagai dasar pemmbangan
‘ Angka2 ' . Diisi sesuai dengan besamya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota yang betsangh:m yangdrtetapkan Kepala Daerah (informasi mengenai
" besamya NPOPTKP dapat diperolch melalui Dmas Pendapatan daerah sebmpai)
Angka3 ~ Cukupjelas. :
Angka 4. - Diisi dengan hasi perkaian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten -
Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011). o . : : - .
Diisi dengan member tanda " pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang melakikan setoran pajak:~ - - -

HURUF D
“. .. 7 Hunfa
Huraf b.”

" Jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C. |

Tambahan (SKPDB Kurang Bayar tambahan).

- BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR disi mempethatikan HURUF C-4 dan pilihan pada

..e _ JkaD-adipflh, makahmlahsetoranmenggunalanu L
K Jika Db dipilih, maka jumiah setoran sejumlah nilai yang tﬁnyamkan dl Db

.~ Jika seforan dilakukan tidak menggunakan peshitungan di huruf C; tetapi menggunakan Surat Tagihan Pa;ak Daerah BPHTB (STPD BPHTB),
Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar (SKPDB urang Bayar), atau Surat Ketetapan Pa;ak Daerah BPHTB Kurang Bayar

URUF D

. Jikaocdnpiihmkapmlahsemnmngguna(anudkarmdengmpmsemaseymgdmyatakmmuc R N S

" e . JiaD-d dipilih, maka jumiah setoran sejumiah nilai yang dinyatakan di Dd -
Jumiah seforan tersebut dusl dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada baglan yang dlats:rl

Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihl (nof), maka WP tetap mé
SETORAN SSPD BPH’TB nihd cukup df diketahui oleh PPATINotans dengai me
DutunmkIBendahata Penerimaan). .

ngisi SSPD BPHTB dengan membeman 'NlHlL' pada baghn JUMLAH
nandatangam kolom yang lelah dsetﬁakm (WP ﬁdak perh ke Bank yang

N




- Pemenntah Kabupaten Bengkalls

- Nama Wajlb Pajak

o Lémbiran o 1 (satu set) T
(Hal Penyampalan SSPD BPHTB untuk dltehtl ;’

D|nas Pendapatan Daerah o

Yang bertanda tangan di bawah ini-

NPWP :

' Alamat -

, Bersama ini menyampalkan SSPD-BPHTB untuk dltelm atas perolehan hak atas tanah danlatau Bangunan
o sebagal benkut :

NOP -

- |namat

Desa / Kelurahan

Kabupaten / Kota

- Teﬂamplr dokumen sebagai berikut : ’ ’ Lo ' ‘

. {(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor TransaKS| Penenmaan Daerah (NTPD) I SSPD-BPHRB dlsertal Buktl

SR Penerimaan Daerah (BPD) *)- .

: (2) Fotokopi SPPT atau S'I'I'SIStruk ATM bukdti pembayaran PBB/Buktl Pembayaran PBB Ialnnya ,

~| o Tahun .................. T : :
(3) Fotokopi identitas Wajlb Pajak berupa e e : f ST

(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak **) =~ -~ ‘ R N 1

_|(5) Fotokopi Identitas Kuasa Wajlb Pajak **)

©) Fotokopl Kanu NPWP '

' (T e ....... o

' Demlklan dlsampalkan untuk dapat dllakukan penelman SPPD—BPHTB ;

~Keterangan A ‘ R o
*) coretyang tidakperlu - . . " R - -Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak®)

**) " dalam hal dikuasakan

o Setelah melakukan pemenksaan dan penelaahan SPPD—BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajlb Pajak dengan ini kam|
menyatakan bahwa : RS i ) ‘ :

- Bahwa objek pajak yang tercantum dalam SSPD—BPHTB telah sesuai . ":
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB telah sesuai -
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan telah Iengka'p\' :

. Fungsi Pelayanan " ... -




Dengan hormat

Sehubungan dengan proses penelltlan SSPD BPHTB yang sedang berjalan dengan |n| kam| mengajukan permlntaan '
o data terkalt perolehan hak bumi dan/atau bangunan atas :

et Nama Wajlb Pajak

~|NPwP:

|serta data objek pajak atas
. |sebagai berikut :

- |Nomor Objek Pajak (NOP)

Atas perhatian dan kerjasamanya kami 'qnéngucapk)anvte.ri’ma kasih_. C

B Fuhgsi Pelayanan




'DATA OBJEK PAJAK

: Dengan hormat

1. Nama Wajib Pajak

e newp

s, Perolehan Hak Selama Tahun Berjalan\:' i

6; besa / Kelurahan

8>. Kecamatan -.

Perhitungan NJOP PBB : .

a
bl

0

|4. Nomor Objek Pajak (NOP) -~ -

e A Le"‘télitanah"l Bahgﬁnan E

Dibawah ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penelltlan SSPD-BPHTB yaltu

|J| B O  '|

 T.RT/RW:
o 7 9. Kabupaten/Kota :

- Uraian

Luas

- yang haknya dlperoleh)

f(Dusn luas tanah dan atau Bangunan)

(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun
. ter]admya perolehan hak /

NJOP PBB/m?

Luas x NJOP PBB/m?

Tanah (bumi)

_mz

11

Rp.

10

12

Rp.

Bangunan -

SveméygaV ini dapat berguna’dalafhbros,eﬁbérieliiti'an‘"SPPD‘-B‘PHTB: Terima k'asihj.fr .

"'NJOPPBB {13

Rp.

- 'FungsiPengoIahan data dan Informasi




D. BAGAN ALIR

. Waijib Pajak : p
Uraian il _w _ ik Fungsi Pelayanan Fungsi Pengolahan Data Informasi
elaku Penerima Ha
1. Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen terkait = g
penelitian SSPD-BPHTB. Wajib Pajak kemudian mengajukan Formulir zmum”mwﬁ_ wwﬂﬂﬂg.
Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB yang dilampiri dengan SSPD- Penelitian SSPD-BPHTB
BPHTB lembar 1,2,3 dan 4, dan dokumen pendukung lainnya ke —
Fungsi Pelayanan. ¥ i
e | flembar 1)
rrrEwT b e M , ) Sirat ]
Bl Pendukung m “:‘m‘awmﬂ.wv. L . " permohonan |
| {lembar 1) penelitian SSPD- i | (lembar3) , : Lampiran Penelitian m
2. Berdasarkan formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB vang| | | (embarzy | | o— (larrbar 4) i Pendukung | | L TR
diterima, Fungsi Pelayanan mengajukan data terkait Objek Pajak (lembar3) | .A ol 5 i
kepada Fungsi Pengolahan Data dan Informasi dengan menggunakan | (lembar 4) ” .
form Pengajuan Data. W b | MRk M
~ il 4 Data terkait |
3. Fungsi Pengolahan data dan informasi menyediakan data o - i S
terkait Objek Pajak dengan membuka Database Objek Pajak. e
A‘ ,mo:.: Database
| Pengajuan Objek Pajak
iy - (] ki
4. Fungsi Pengolahan Data dan informasi mengisi data objek pajak pada . _ |
form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi v
kemudian menyerahkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi i [ Foarmuir ]
Penelitian 1 | Pengajuan Data Penyiapan Data
Pelayanan. SSPD-BPHTB 1 ! Terkait Objek Pajak
5. Fungsi Pelayanan meneliti SSPD-BPHTB dan lampiran-lampiran N % G
pendukung berdasarkan data objek pajak yang diterima dari Fungsi (TR e
Pengolahan Data dan Informasi. % Pengajuan Data |
: . (terisi) |
lembar 1) mbar1) Lampiran |
i i { | { { Pendukung |
6. Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD-BPHTB  dan e ) [ | flembac2) | T ==Y
. . | (lembar 3) | (lembar 3) !
menyerahkannya kepada Wajib Pajak. B | = Wi Pengajuan _ .
| ssoBpHTE [ | SSPD-BPHTB | | (lembar4) L Surat w
| iR | ] | T wﬂao_.ﬁzmz “
; . | o | enelitian |
1 e ) | sspD-BPHTB |
% , (Cheklist) L
Arsip

Lampiran Il : ian SSPD-BPHTB




. LAMPIRANIV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
N NOMOR ';:
- TANGGAL

R PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KEPALA BADAN PERTANAHAN

” A GAMBARAN UMUM

i Prosedur ini’ merupakan proses pendaftaran atas perolehan/perahhan hak g
~ kepemlllkan tanah. Pendaftaran ini dllakukan oleh pejabat Pembuat Akta Tanah kepada '
Kepala Badan Pertanahan .
Prosedur ini dllakukan sebagal prasyarat penemban Akta Pemlndahan Hak atas :

B Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah -

“dan/atau Bangunan_ setelah pemlndahan hak atas tanah telah terdaftar d| Kepala Badan -
‘Pertanahan. “ S i ; e L

s B. PIHAK TERKAlT

1 Waj|b Pajak selaku Penerlma Hak o o e
Merupakan plhak yang menyedlakan d‘okumén-'do"kumenﬂ pendukung ‘
~pendaftaran akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Waijib Pajak
menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah

2 ‘Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan plhak yang mengajukan pendaftaran akta pemlndahan hak atas" o
tanah ke Kepala Badan Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas untuk:
o0 Mengajukan pendaftaran pemlndahan hak atas tanah; dan - ‘
. - o. Menyiapkan dan . menandatanganl Akta Pemindahan’ Hak atas . Tanahf
dan/atau Bangunan yang telah terdaftar d| Kepala Badan Pertanahan ‘

3, ‘Kepala Badan Pertanahan

Merupakan plhak yang memlhkl daftar kepemlllkan hak tanah di w:layah
wewenangnya. Dalam’ prosedur |n| Kepala Badan Pertanahan berwenang dan .
- bertugas untuk : -

o Memeriksa kelengképan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah C

“dan
o Memperbaharun daftar hak kepemlhkan tanah

. c LANGKAH LANGKAH TEKNIS

Langkah 1 i | | R
: Berdasarkan prosedur penehtlan dan prosedur pembayaran Wajib Pajak menerima

e Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) Iembar 2 dan 3. Sedangkan, '

“Waijib Pajak" memperoleh ‘Bukti ' Penerimaan SSP. PPh Pasal 4. ayat (2) atas
- pembayaran pajak penghasilan melalui’ Kantor. Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu
~ menyerahkan- Surat Setoran Pajak:Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan
- lembar 3, serta Bukti Penenmaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat Akta .
Tanah (PPAT) Ea S , , ‘




= Langkah 2
PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan 3,
serta Bukti. Penerimaan- SSP PPh pasal 4 (2) dari’ Wajib  Pajak. PPAT kemudian

. menylapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah danlatau Bangunan PPAT*
© ' mengarsip SSPD BPHTB lembar2 . t :

' Langkah 3 3 _ T
 PPAT mengajukan pendaftaran perolehan Iperallhan hak atas tanah dengan

menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Surat

. Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) Iembar 3, serta Bukti Penerlmaan SSP
PPh pasal 4 (2) kepada Kepala Badan Pertanahan ‘ L

| Langkah4 ) i - |
" Kepala Badan V‘Pe'rtariaﬁan menerima dokumen g pengajuan’ pendaftaran

perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Badan Pertanahan kemudian menelaah :
kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait -objek pajak. Kepala Badan - -

Pertanahan IaIu memperbaharUI database daftar kepemlllkan hak atas tanah.

o Langkah 5

Kepala Badan Pertanahan mengarS|p Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD
BPHTB) lembar 3. Kepala Badan Pertanahan lalu menyerahkan draft Akta Pemindahan

Hak atas- Tanah dan/atau Bangunan serta Buktn Penerlmaan SSP PPh pasal 4 () -

kepada PPAT.

. Langkah6 L | |
PPAT menerima dokumen tersebut kemudlan menandatanganl Akta Pemlndahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan o , .

Langkah7 -

- PPAT menyerahkan Akta Pemlndahan Hak atas Tanah danlatau Bangunan yang telah
dltandatanganl kepada Wajlb Pajak :

Langkah8 ‘ ST gt i 5,
: _Wajib Pajak menerima Akta Prer:hihdahan 'Hak‘ ata‘Si»Tanah dan/atau Bangunan. .




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 3
(SSPD_BPHTB) Untuk Kepala Kantor
Bidang Pertanahan
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBIJEK PAJAK
e PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu
A. 1. Nama Wajib Pajak I I l | [ I
2. NPWP s
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan/Desa 5RTRW: 6. Kecamatan :
7. Kabupaten/Kota 8.KodePos : [ [ T T T 1
8. 1.Nomorobiekpaiavorypes | | | [ [ | [ [T 1 L[] LT ] LT T[] []
2. Letak Tanah dan atau Bangunan :
3. Kelurahan/Desa 4. RT/RW:
5. Kecamatan 6. Kabupaten/Kota :
Penghitungan NJOP PBB:
Luas NJOP PBB/m?
Uraian (Diisi luas tanah dan atau bangunan | (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya Luas x NJOP PBB/m?
yang haknya di peroleh) perolehan hak/ Tahun ............)
[Tanah (bumi) 7 m2 | 9. Rp. 1. | Rp IW
angunan 8. m2 |10. | Rp. 12. | Rp [ angka 8 x angka 10 |
NJOP PBB: | 13. | Rp angka 11 + angka 12
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: | | 14. Harga Transaksi/Nilai Pasar Rp.
16. Nomor Sertifikat Tanah:
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak )
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1 (B Rp.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 (B> Rp.
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka1- angka2 | 3 |p Rp.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 |B> Rp.
D. Jumlah Setoran berdasarkan :
l:] a. Penghitungan Wajib Pajak
I:] b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : Tanggal
¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: %  Berdasarkan Paeraturan KDH No : 02 Tahun 2011
[1 «
*) Coret yang tidak perlu
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf) :
Lro.
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)
il MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: Telah Diverifikasi :
WAJB PAJ\/‘\K/PENYETOR BPN / PPAT / NOTARIS TEMPAT. PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN DAERAH
fanggale e v e KABUPATEN BENGKALIS

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Hanya diisi oleh

petugas Dinas Nomor Dokumen:
Pendapatan
Dacrah NOP PBB baru :

L] L

HEEEREENEREEE

|
Nl N

HEN EEECEEE EEEE N




QRA PENGISIAN ;

* Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib Pajak (WP)
.. diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten Bengkalis; Lembar keempat dite
Bank yang Ditunjuk; dan lembar keenam diterima Bendahara Penerimaan :
- Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak KAPITAL atau diketk.
Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis pemlehan hak atas sug

: . y
[ -

.

-

Dlnas Pendapatan Daerah diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah yang wﬂayah kerjanya mel
"'HURUFA DisidengandataWP . -
angka 1 s.d. angka 8. eukup jelas.

Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan,

L obagai buki pembayaran; Lembar kedua dierima PPAT, Lembar ketiga =
fima Fungsi Pelayanan melalui Wajb Pajak (WP); Lembar keima diterima

tutmah danlatau ba1gunan

Formulirini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengmxkapa\ ketidakbenaran penghitungan WP

jputi letak tanah dan atau bangunan. -

Hunif 8
" “Hunfb. -

Jika setoran akan dilakukan sebagaimana hunit C.

-Jka setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf G
Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar (SKPDB
Tambahan (SKPDB Kurang Bayar tambahan).

" BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR disi memperhatikan HURUF C-4 dan pilihan pada

. Jika D-a dipilih, maka jumiah setoran menggunakan C4 )

Jika D-b dipilih, maka jumlah setoran sejumiah nilai yang dinyatakan di D-b

Jika D-c dipiih, maka jumlah setoran menggunakan C-4 dikalkan dengan prosent;
. Jika D-d dipilih, maka jurniah seforan sejumilah nilai yang dinyatakan di D-d

Jumiah setoran fersebut dilsi dengan angka {dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir]

* Dalam hal BPHTB yang seharusnya ferutang nihil (nof), maka WP tetap md
SETORAN SSPD BPHTB nihil cukup di dketahui oleh PPATINolans denga'! me
Ditunjuk/Bendahara Penerimaan) )

HURUF B
Angka 1. Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantu dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutm
Angka 2 s.d. engka 6.  Diisi dengan lefak tanah dan/atay bangunan yang h diperoleh.
Angka 7 s.d. angka 13. Merupakan tabel untuk penghittmgan NJOP PBB atas fanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.
Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan.
Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan / belum ada PBB, angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan s.xrat keterangan NJOP
PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan BB/Kantor Pelayanan Pa;ak Pratama yang wﬂayah kefjanya melipuh letak
tanah dan bangunan atas permohonan WP. - - o
Angka 14. Diisi dengan harga transaksi yang ferjadiharga transaksi yang fercantum dalam Risalah Lelanglnial pasar objek brsebut
Angkar 15. _ Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tagah dan rangunan sebaga: berkut -
+ Janis Perolohan Hak - | .Kode Joris Porolohan Hak -~ : Kode ] Jens Porolohan Hak Kode
- Pemindahan Hak - Pumwkndwnmlbadmmkumhm 06 - -Pemekaran usaha R 12
.~ Jualbel 0 |- P hak yang kibakan p o7 - Hadiah : 123
<= Tukar-memskar 02 -Puumlmparteidahnblma 08 | - Perlehan hak Rumah Sedechana Sehat dan 14
- Hibah 0 . -~Peummmmtdlnnmwuumhmw 09 « Pemberian hak baru - - 15
- Hibah Wasiat o4 - Penggabungan usaha ‘ 10 - - Pemberian hak baru sebagai kelanjutan 18
R Lo pelepasan hak )
- - Waris 05 - Pelsburan usaha 11 - _Pemberian hak baru diluar pek hak - 17
*) Dalam hal Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (RssehaVRSH) sebagaLnana diatur dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wiayah - - .
No.24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan
- Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.. 2OIKPTSIM12004 dan Rumah Susun Sederhana yang diakukan melalui Kredit Pemilikan -~
"Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada A ramran Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/992 tentang Persyaratan -
L ,TekmsPembangwmlh:mahSusun : . - s c
HURUFC  Dist dengan penghitungan Bea Perolehm Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP. -
. Dalam hat SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD B KPDB Kurang BayarISKPDB Kurang BayarTambahan sebagamana humf .
. D.b atau berdasarkan huruf D.d, huruf C tidak periu diisi. .
~’Angka1.  Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) disi dengan memperti kan NJOP PBB dan harga transals:lni!a: pasar ob;ek pa;ak Dalam hal i
_ harga transaksi/ilai pasar objek pajak. Sdak diketahui atau lebh tendah dari NJOP PBB gunakan NJOP PBB sebagai dasar pertimbangan.
" " Angka2  Dilsi sesuai dengan besamya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kotal yang bersangkutan, yang ditetapkan Kepala Daerah (mformasi mengenal d
*  besamya NPOPTKP dapat diperoleh melalui Dinas Penda rah sebmpat) i
Angka3 °  Cukup jelas. ) L e
Angkad4.  Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten -
v Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011). : i ool ST
HURUFD  Diisi dengan memberi tanda " pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak : 8 E

etapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD BPITB),
urang Bayar), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar

HURUF D

ase yang dinyatakan di D¢

ngisi SSPD BPHTB dengan memberikan NIHIL® pada bagian JUMLAH
nandatangam kqlom yang telah dsedlakan wp ﬁdak periu ke Bank yang




D. BAGAN ALIR

Prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan ke Kepala Badan Pertanahan

Uraian

Wajib pajak Selaku Penerima Hak

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kepala Badan Pertanahan

B

N

Berdasarkan prosedur pembayaran dan prosedur penelitian, Wajib Pajak
menerima SSPD-BPHTB lembar 1,2 dan 3. Wajib Pajak lalu memberikan
SSPD-BPHTB lembar 2 dan 3 kepada PPAT.

Berdasarkan transaksi pembayaran PPh di Kantor Pelayanan Pajak, Wajib|
Pajak juga menyerahkan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat (2) kepada
PPAT.

PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
PPAT kemudian menyiapkan pengajuan pendaftaran hak atas tanah atau
peralihan hak atas tanah. PPAT mengarsip SSPD-BPHTB lembar 2.

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan, SSPD-BPHTB lembar 3, dan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat
(2) kepada Kepala Badan Pertanahan.

Kepala Badan Pertanahan menelaah pengajuan dan memperbaharui
daftar perolehan/peralihan Hak Atas Tanah. Kepala Badan Pertanahan
mengarsip SSPD-BPHTB lembar 3.

Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan Akta Pemindahan Hak
Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat
(2) kepada PPAT.

PPAT menandatangani Akta Pemindahan hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan, PPAT kemudian menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan kepada Wajib Pajak.

Dari Transaksi Dari Prosedur
Pembayaran Sebelumnya
PPh di KPP «b
& ) | fembary) |
s | llembar2) |
Penerimaan SSP (lembar 3)
Pasal 4 ayat (2) |
| SSPD-BPHTB |
A4
Menyiapkan
Pengurusan
Pendaftaran Akta

_
. I 3

ﬁ_m_‘:vﬁ 2) |

(lembar 1)

| |

| | TR ]
| sspo-pHTB | ey W
Bukti ! SSPD-BPHTB |

Penerimaan SSP
Pasal 4 ayat (2)

Bukti
Penerimaan SSP
Pasal 4 Ayat (2)

Akta Pemindahan Hak

{ H Arsip
R ]
(lembar) 1
(lembar 3) ,
Akta Pemindahan
Bukti Penerimaan Hak Atas Tanah

SSP Pasal 4 ayat (2) dan/atau Bangunan

Menyiapkan &
Mengajukan
Pendaftaran Hak Atas
tanah atau Peralihan
Hak Atas Tanah

v ¥

(lembar 3)
SSPD-BPHTB

lembar 2) h (lembar 3)

| SSPD-BPHTB

SSPD-BPHTB
PO Buktl Penerimaan SSP
i Pasal 4 ayat (2)
Akta Pemindahan Hak
Arsip Atas Tanah dan/atau

Huuew_\!n

Buku Penerimaan SSP
Pasal 4 ayat (2)

Akta Pemindahan Hok
atas tanah dan/atau
Bangunan

Menandatangani Akta
Pemindahan Hak Atas

atas Tanah dan/atau ¢«

Bangunan

Tanah dan/atau
Bangunan

Bukti Penerimaan SSP
Pasal 4 ayat (2)

Akta Pemindahan Hak
Atas Tanah dan/atau
Bangunan

Menelaah pengajuan dan
memperbaharui daftar
perolehan atau peralihan Hak
Atas Tanah

e m—

Buku Penerimaan SSP | faibata)
Pasal 4 ayat (2) fi lempar

Akta Pemindahan Hak ,

atastanah dan/atau , mm_uo.wvxqw

Arsip

Lampiran

Akt

: Pendaf




e

"_LAMPIRANV ': PPERATURAN BUPATI BENGKALIS
Lo NOMOR :
_ TANGGAL

R PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dllakukan oleh Bank Rlau‘.f,:‘-" :

T KeprllBendahara Penerimaan dalam melaporkan penenmaan pembayaran BPHTB dari -
~ Wajib Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses . pelaporan yang dllakukan Pejabat‘ St
Pembuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan. '

: Prosedur ini melibatkan Bank Riau Kepri atas penerimaan pembayaran BPHTB - Gl
~dari- Wajib_ Pajak yang melalw mekanlsme penyetoran ke rekenlng penenmaan kas

e daerah

~ B.PHAK TERKAIT

1 Bank Rlau Keprl

Merupakan plhak yang menenma pembayaran BPHTB dan Wajlb Pajak melalui 1

mekanisme penyetoran ke rekenmg penerlmaan kas daerah Bank Rlau Kepn E
B bewvenang dan bertugas untuk: _ e S :

o Menerima pembayaran BPHTB dan Wajlb Pajak

o Menerbltkan dan menyampalkan Nota Kredit kepada Bendahara Penenmaan g
~ atas setiap pembayaran BPHTB melalm rekenmg penenmaan kas daerah; .

- dan
X '_Menylapkan Reglster SSPD BPHTB

2. Bendahara Penerlmaan

\ Merupakan pejabat fungsmnal yang dltunjuk untuk menerlma menylmpan

" menyetorkan, - -menatausahakan, - dan. mempertanggungjawabkan * uang - g )
~ pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. T

Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas untuk :

o Menerima pembayaran BPHTB dan Wajlb Pajak melalui mekanisme -

~ penyetoran tunai; - cl
o Menerima Nota Kredit dan Bank Rlau Keprl atas setlap pembayaran BPHTB -

. dari Wajib “Pajak yang ‘melalui mekanlsme penyetoran ke rekenlng : 5-” o

‘penerimaan kas daerah;

o Menyiapkan Register SSPD. BPHTB dari Bank Riau Kepri atas. pembayaran i

\BPHTB dari:-Wajib Pajak melalu: mekanlsme penyetoran ke rekenlng,
penerimaan kas daerah; ‘ ’

o Menyiapkan Register SSBD BPHTB atas pembayaran BPHTB »dan Wajlb ;

- Pajak yang melalui mekamsme tunai ke Bendahara Penerimaan;
o Mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerlmaan dan Penyetoran
o Menylapkan Register STS; dan .
o Mendapat SSPD BPHTB lembar 6 dar| Bank Rlau Kepn / Wajlb Pajak

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan plhak yang menylapkan dan menandatanganl Akta Pemlndahan Hak |

atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini- PPAT berwenang- dan
bertugas untuk membuat Laporan Penerbltan Akta Pemlndahan Hak atas Tanah i_ RN

dan/atau Bangunan o




4, Fun93| Pembukuan dan Pelaporan

Merupakan pihak yang bertugas untuk menylapkan Laporan reahsaS| BPHTB
berdasarkan . dokumen-dokumen  yang - diterima dari Bank .yang di
- TunjukIBendahara Penerimaan dan Pejabat - Pembuat Akta Tanah. Dalam
. -prosedur ini Fungsi Pembukuan dan Pelaporan berwenang dan bertugas untuk
" o Menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penenmaan
Menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penenmaan
Menerima Register STS dari Bendahara' Penenmaan
Menerima Buku Penerimaan dan Penyetoran dari Bendahara Penenmaan
Menerima Laporan Penerbltan Akta Pemlndahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan dari PPAT; : ,
o Menylapkan Laporan Reallsa5| PAD

0.0 0 O©

C LANGKAH LANGKAH TEKNIS

}‘ C.A. Pelaporan BPHTB yang dlterlma mela|u| Bank Rlau Keprl

s Langkah 1

'»Berdasarkan prosedur sebelumnya Bank Rlau Kepn mengarSlp SSPD BPHTB
lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB
‘dan Wajlb Pajak yang melalu: mekanlsme penyetoran ke rekenlng kas daerah

Langkah 2

- }Berdasarkan SSPD BPHTB Iembar 5 dan Iembar 6 Bank Rlau Keprl menerbltkan
"Nota Kredit dan - membuat -Register SSPD BPHTB atas ~setiap penenmaan
pembayaran ‘SSPD BPHTB dan Wajlb Pajak Bank Riau Kepn mengarS|p SSPD,
BPHTB Iembar5 o I ) ‘

: Langkah 3

‘ " Bank Riau Kepn kemudlan menyerahkan Nota Kredlt ke Bendahara Penenmaan
~atas setiap penerlmaan pembayaran BPHTB meIaIu: rekening penenmaan kas
,daerah o S . ; a

: “Langkah 4

Bendahara Penenmaan menenma Nota Kredlt dar| Bank Rlau Kepn Bendahara

Penerimaan kemudian mencatat penenmaan BPHTB ke Buku Penerimaan dan

Penyetoran. Bendahara Penenmaan Juga mencatat penenmaan BPHTB kedalam" ‘
- Register STS. . R :

S, Langkah5 : v i A S
" B}Secara penodlk Bank Rlau Kepn menyampalkan Reglster SSPD BPHTB yang
- dilampiri dengan SSPD BPHTB Iembar 6 ke FunQSI Pembukuan dan Pelaporan

- Langkah 6

- Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menenma Reglster SSPD BPHTB yang dllampln
dengan SSPD BPHTB Iembar 6 ° : ,



ca2 Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan.
Langkah 1 ‘ s i
.~ Berdasarkan prosedur sebelumnya Bendahara Penenmaan mengarsip SSPD‘T |

- BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerlmaan pembayaran BPHTB danv R P

- ~WaJ|b Pajak secara tunai melalm Bendahara penerlmaan

| Langkah2

i Berdasarkan SSPD BPHTB Iembar 5 dan Iembar 6, Bendahara Penenmaan

- mencatat penerlmaan BPHTB dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran. Bendahara
.- Penerimaan’ juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD BPHTB -
- Bendahara Penerlmaan mengarSIp SSPD BPHTB lembar 5 :

; -Langkah 3

s ~ Secara perlodlk Bendahara Penenmaan menyampalkan Reglster SSPD BPHTB

~ yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan dan Penyetoran :
. beserta Reglster STS kepada FunQS| Pembukuan dan Pelaporan » :

Langkah 4 , ; ‘ : |
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Reglster SSPD BPHTB yang dllampm. ‘

- dengan SSPD BPHTB lembar 6 Buku Pene_nmaan} dan_Penyetoran beserta .
ReglsterSTS SR T T T g R

- ca. Pelaporan dan Penerbltan Akta oleh PPAT

Langkah1 | : _ - -

: Berdasarkani prdsédur’s’ebéluhih'ya PPAT méhylapkanr'd'an*menandatanganl Akta
~.Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan PPAT juga menenma SSPD -
; - BPHTB lembar2 dan Wajlb Pajak A v : ,

| Langkah 2

' PPAT membuat Laporan- Penerbltan Akta Pemmdahan Hak atas Tanah danlatau‘ |
' Bangunan atas setlap akta yang telah dlterbltkan ' L

| tf Langkah 3

"PPAT menyampalkan Laporan Penerbltan Akta Pemmdahan Hak atas Tanah
~dan/atau Bangunan ke FunQSI Pembukuan dan Pelaporan : '

"~ 'Langkah4 T

:"'Fun93| Pembukuan dan Pelaporan menerlma Laporan Penerbltan Akta Pemlndahan S
Hak atas Tanah danlatau Bangunan , ;

- C4 Pelaporan ReallsaS| BPHTB '

 Langkah1

i ‘Berdasarkan prosedur C. 1 C 2 dan C 3, maka Fungsn Pembukuan dan Pelaporan '

" 'menerima dokumen berupa register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku

‘Penerimaan dan - Penyetoran, Register STS, dan  Laporan Penerbitan Akta
_Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. .. - D



Langkah 2

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut Fungsn Pembukuan dan Pelaporan
menyusun Laporan ReallsaS| BPHTB \ Cen R e
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PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT '

N ] Dlluar Tabel

" NamaPPAT

 Alamat

CONPWP

o Daerah Kéfja_~ |

o Kabupaten(Kota

Bulan -

’ “'T;Tahun S

N Dldalam Tabel

’Kolom1 e

S Kdlom‘2”
-~ Kolom 3
5 Kolom4
Kolom 5
~ Kolom 6 B

‘Kolom 7

e Nama PPAT yang bersangkutan atau PPAT Penggantl ‘
= ,Contoh Oktawanus SH, atau Blrgltta SH

| "Alamat PPAT yang bersangkutan
= NPWP PPAT yang bersangkutan
s Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan

Contoh : Kabupaten Bengkalls

I 'Kantor Wllayah Pemenntah Derah
o 1Contoh Kabupaten Bengkalls

“'Bulan bersangkutan

= ‘Tah,un bersangkutan. -

- No urut pengnsran tabel

“Nomor- berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang
_bersangkutan . a :

. Tanggal pembuatan akta, peng|51an menggunakan angka. .
. Contoh : tanggal pembuatan akta 4 oktober 2011 dltulls ,
4- 10-2011

R 'Bentuk perbuatan hukum.
" 'Contoh : jual beli, tukar menukar hlbah dsb

. Nama, alamat, ‘dan NPWP plhak yang mengahhkanl

memberikan. Contoh : John beralamat di JI. Industri Raya No. 9

o dengan NPWP 49.171.680.9-045.000 ditulis; John (baris 1), kjl. :
~ Industri Raya No. 9 (bans selanjutnya) 49.171 680 9- 045 000 ’
3 ~(baris selanjutnya) ' B

o : ?k‘Nama alamat “dan NPWP plhak yang “menerima (cara
penullsan seperh kolom 5) ‘ .

: Jenls dan nomor hak.

. ‘a. Apablla tanah sudah bersertlf kat disebutkan jenis, nomor

“hak dan Kelurahan/Desa sesuai yang tercantum disertifi kat

= ‘HakMilik = - M.
Hak Guna Usaha". U
" HakPakai =~ : P

Contoh Hak Milik No. 373/ Industri Raya terletak dl‘
e Kelurahan Kemayoran Utara

Dltulls
o M. 373/Kemayoran Selatan (apablla dlallhkan seluruhnya)

- o M373lKemayoran Selatan sebaglan (apablla dialihkan o

sebaglan)
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Kolom 8

Kolom 9 dan 10 - DIISI luas tanah : "dan - , atau' bangunan yang
LT dlallhkanld|peroleh/d|beban| ' '
- Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m? dengan bangunan Iantal

- dasar seluas 50 m2 dan lantai satu seluas 25 m2.

Kolom 11

Kolom 12

Kolom 13

- Kolom 14 dan 15

Kolom 16 dan 17 _ :

Kolom 18

’ b Apabila tanah bekas hak m|I|k adat, diisi nomor kohi dari

‘petuk pajak yang bersangkutan berikut persﬂnya atau nomor

~ dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan. TN
- Contoh : Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465 -
- masa pajak tahun 1960-1964 - :

. Ditulis : V.l No. 47/465 tahun 1960 1964

,Contoh - Petuk Pajak C. No. 395 Blok I1.D persil 30

- Ditulis C No. 395 Blok II. D ps. 30

e Letak tanah dan atau bangunan “untuk kejelasan dapat~ .
menyebut KeIurahanIDesa yang bersangkutan . ‘

Ditulis : Kolom 9 =200, kolom 10=75. .

E ‘:"‘Diisi'harga yang'sebenarnyé"se‘sﬁai'akta _
~Contoh : Harga jual beli yang tel]adl adalah Rp 100.000.000

Ditulis : 100.000.000

~ * Nilai Hak Tanggungan tidak dllaporkan sedangkan perbuatan -
~ hukum pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa E v
e 'n:membebankan hak tanggungan tetap dllaporkan :

{DIISI bedasarkan nomor tahun SPPT ,
-~ Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040-0124.0/11-01 - :
** Ditulis : 021.002.040-0124.0/2011 (dapat dlsambung ke bawah
kX sehubungan dengan terbatasnya | Iebar kolom)

._:,:_jDusn NJOP sebagai dasar pengenaan PP (NJOP sebelum

. dikurangi NJOPTKP pada tahun perolehan/pengallhan i
" Contoh 1: Pengallhan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada -
"~ SPPT (NJOP sebagai dasar pengenaan PBB) adalah Rp.
. 250.000.000 R

"~ Ditulis : 250.000.000 ‘
":‘:ri“'Contoh 2 Pengallhan/perolehan ‘sebagian Tanah dan

" keseluruhan bangunan yang ada diatasnya Tanah seluas 100 =
~-. -~ m?dan Bangunan 25 m? adalah sebagian tanah atau seluas 50

_ -~ m?dan keseluruhan bangunan seluas 25 m?. K
Diketahui NJOP (SPPT) tanah. adalah Rp 200.000. OOO (untuk‘ S

100m?) dan bangunan adalah 50. 000.000 (untuk 25 m?) maka :

- NJOP tanah seluas 50 m*> Rp. 100.000.000
.= _NJOP bangunan seluas 25m? : Rp. 50.000.000

~Total NJOP ‘ S - Rp. 150.000.000

_Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan :
- besarnya pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan -
. hak atas tanah dan atau bangunan (data dlperoleh dari plhak '
: f_yang mengallhkan) ' ‘

: Dnsn tanggal pembayaran (dengan angka sepertl kolom 3) dan

besarnya pembayaran BPHTB L

Mencantumkan ~ keadaan tanah dan banguhan yang
diperoleh/dialihkan dengan keterangan.




a Penuhlseluruhnya atau sebaglan atas tanah dan - atau Lo

“bangunan ‘ o
- Contoh: . - Seluruh tanah dan bangunan S
ST Sebaglan tanah dan seluruh bangunan

.'~D|cantumkan pemenuhan kewajlban penyampalan aktadan

. dokumen ke Kepala Badan Pertanahan. Diisi: Nomor daftar

- isian (pendaftaran) dan atau tanggal penyampalan

B Contoh - ~d.i 301/4097/11 atau
' o -tanggal 10-7-2011

.. DIISI hubungan keluarga antara pemberl hlbah wasuat“_ :
‘ dengan penenma hibah wasiat : B
~ Contoh: - hlbah wasuat dari ayah ke anak :
S -ayah anak ‘
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D. BAGAN ALIR
Prosedur Pelaporan BPHTB

4 SRR A Pejabat Pembuat 3
Uraian Bank yang Ditunjuk Bendahara Penerimaan ! e Yanah Fungsi Pembukuan & Pelaporan

Berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 5, Bank yang ditunjuk menerbitkan Nota Dari Prosedur 2 Dl Brokaties EM_ Eowm%l

Prosedur
Kredit atas Penerimaan BPHTB dari Wajib Pajak. (Prosedur (Prosedur

; : Pembayaran Pembayaran Pendaftaran Akta
BPHTB) BPHTB) ke Badan
Bank yang ditunjuk menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan. pertanahan

s

7 SSPD gepne SSPD SSPD-BPHTB (lembar 2)
Berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 6,Bank yang ditunjuk membuat Register| AGP BPHTB BPHTB BPHTB Akta Penerbitan atas
SSPD-BPHTB (lembar 6) (lembar 5) (lembar 6) Tanah dan/atau Bangunan
Bank yang ditunjuk memberikan SSPD-BPHB lembar 6 dan Register SSPD-| enarbiian A4 y
BPHTB ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan. Nota Kredit Menyiapkan ] ;
. B atas Register Aislp Z_M“«._wﬂvn_ﬂ,.m: Menyiapkan
Penerimaan SSPD-BPHTB mmv_ummv:._‘m Laporan Penerbitan
Sementara itu, Bendahara Penerimaan menerima SSPD-BPHTB lembar 5 BPHTB Akta |
dan lembar 6 atas penerimaan pembayaran BPHTB secara tunai. é z_\ /_\ é
Nota Kredit Register i Penerbitan Akta
Bendahara Penerimaan mencatat penerimaan dalam Buku Penerimaan & FRep-RHTR Qﬂﬁyu Barn IR aliar Halk Aas
Penyetoran dan membuat Register SSPD-BPHTB berdasarkan SSPD-BPHTB P i (Lembar 6) Tanah dan/atau * A,B,C dan D dari fungsi-fungsi yang lain *
lembar 6. (Lembar 6) Bangunan = —
A B C D

Bendahara Penerimaan kemududian menyerahkan Register SSPD-BPHTB
yang dilampiri dengan SSPD-BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Rivid B D)
Pelaporan.

Ke Fungsi Ke Fungsi Ke Fungsi Register Bliko Laporran Penerbitan
< eneri ota Kredi : K van - Pembukuan & Pembukuan & Pembukuan & Banstiiagnie Akta Pemindahan Hak
sHanghan gras t.:m:Bmm: N It o_m.:‘_ Bank yang ditunjuk, maka Oelaporan Oelaporan Oelaporan S5PD-BPHTB Patyetaia Atas Tanah dan/atau
Bendahara Penerimaan mencatat Penerimaan BPHTB dalam Buku (lembar 6) Register TS Banglinag
Penerimaan & Penyetoran dan Register STS.

Nota Kredit
Bendahara Penerimaan kemudian menyerahkan Buku Penerimaan dan
Penyetoran beserta Register STS kepada Fungsi Pembukuan dan Pelaporan. Menyiapkan
Laporan Reali
encatat dalam ik j PAD i
Buku Penerimaan &

PPAT menerima SSPD-BPHTB lembar 2 dan menyiapkan Laporan Penerbitan

Penyetoran

v

Akta Pemindahan Hak atas tanah dan/atau Banguanan. Fandshars wmnw;:
ealisa:
7 PAD
. PPAT memberikan laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah Buku
dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan &
Penyetoran
. Register STS
. Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima dokumen berupa Register|
SSPD-BPHTB, SSPD-BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan dan Penyetoran , /I\\/j\l
Register STS dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah c |
dan/atau Bangunan.
. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan dan Ke Fungsi
Pelaporan menyusun Laporan Realisasi PAD. Pembukyan &
Pelaporan

Lampiran V : Pelaporan BPHTB




 LAMPIRANVI : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
" NOMOR
“TANGGAL

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN uMuUM | o
: Prosedur penetapan Surat Taglhan Pajak Daerah SSPD BPHTB merupakan

proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang

o yang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB tldak kurang dlbayar
,salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

- Prosedur. penetapan ‘Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar_
. BPHTB/Kurang Bayar Tambahan BPHTB' merupakan proses yang dilakukan Fungsi _

- pelayanan dalam memenksa BPHTB: yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran
- Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5 (hma) tahun semenjak dibayar
_ oleh Wajib Pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam
~ jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsr Pelayanan
Prosedur Penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsr :
~pelayanan dalam menlndaklanjutl Wajlb Pajak yang belum melunasi BPHTB Terutang 7
hingga saat jatuh tempo ~ ~ , :
N Prosedur ini mellbatkan Fungsn Pelayanan sebagar prhak 'yang memlllkl dan
: ,mengelola database Daftar Surat Tagrhan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD -~
- Kurang Bayar BPHTB Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB dan Daftar Surat L
Teguran : :

B. PIHAKTERKAIT

1. -Wajib Pajak

Merupakan plhak yang memlhkl kewajrban membayar BPHTB terutang
berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang
Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Waijib Pajak juga

 akan menerima Surat Teguran jlka pada saat jatuh tempo belum melunasr :
BPHTB terutang . . e :

:2’. Fungsr Pelayanan

E Merupakan prhak yang bewvenang dan bertugas untuk
Memeriksa SSPD BPHTB; SRR
o Menerbitkan STPD BPHTB « :
- o Menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB : :
o Menerbltkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB ,

o

C LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C1 Penetapan STPD BPHTB

Langkah 1

» Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya maka Fungsr Penagrhan
mengarS|p SSPD BPHTB yang telah dlbayarkan oleh Wajrb Pajak




Langkah 2

Fungm Penaglhan IaIu memenksa setlap SSPD BPHTB terutang yang tldaklkurang ‘ _'

' dlbayar salah tuhs salah salah hltung, dan kena bunga/denda

' Langkah 3

~ Atas SSPD BPHTB terutang yang tldak/kurang dlbayar salah tuI|s salah hltung, dan
~_kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang

tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah-salah hitung, dan: kena bungaldenda FunQS| e

Penaglhan kemudlan mengarsnp data tersebut

Langkah 4

Fungsi Penaglhan menerbltkan STPD BPHTB berdasarkan daftar SSPD BPHTB
- yang tidak/kurang dibayar, salah tulls salah hltung, dan kena bunga/denda STPD -~
o ‘BPHTB dlcetak rangkap 2. : _ 5 . E N

Langkah 5 _ v S -
Fungsi Penaglhan mengarsm STPD BPHTB (Iembar 2)

‘ Langkah 6 : S : , ,
| Fungsn Penaglhan menglnmkan STPD BPHTB (Iembar 1) kepada Wajlb Pajak

7 'Langkah7 L o a _
| . Fungsi Penaglhan memperbaharm Daftar STPD BPHTB atas setlap STPD BPHTB
yang telah d|k|nmkan pada Wajlb Pajak S S i

Langkah 8

- Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai
dengan prosedur pembayaran BPHTB - «

C.2 Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar-"_':"‘
' BPHTBIKurang BayarTambahan BPHTB L e

v ,Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya maka FunQSI Penaglhan B

akan mengar5|p SSPD BPHTB yang telah dlbayarkan oleh Wajib Pajak

Langkah 2 ; , . . : v : »
. - Fungsi Penaglhan memenksa setlap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5 o

(lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi penagihan memeriksa nilai
BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB |

* yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penaglhan kemudlan menerbltkan Daftar SSPD
BPHTB yang kurang dlbayar f R ‘ s S '

Langkah 3 , : e S o
Fungsi Penaglhan juga memerlksa setlap SKPD kurang bayar yang telah berjangka

-~ waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penaglhan memenksa nilai
e BPHTB terutang yang tercantum dalam kurang bayartersebut ~ S



.Langkah 4

- Berdasarkan daftar yang telah dlbuat FunQS| Penaglhan menerbltkan SKPD kurang.
bayar (rangkap 2) dan SKPD kurang bayar tambahan (rangkap 2) ' ;

Langkah 5

. Fungsi Penaglhan mengarS|p SKPD kurang bayar (Iembar 2) dan SKPD kurang' S

- bayar tambahan (Iembar 2).

_ Langkah 6 - ‘ A ,
Fungsi Penaglhan mengmmkan SKPD kurang bayar (Iembar 1) dan SKPD kurang ‘

:‘ bayar tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak

- Langkah 7

- Fungsi Penaglhan memperbaharw Daftar SKPDB kurang bayar atas setlap SKPDB o
kurang bayar yang telah d|k|r|mkan kepada Wajlb Pajak ' -

Langkah 8

B Fungsn Penaglhan memperbaharu: Daftar SKPDB kurang bayar tambahan atas"
setiap SKPD .k_urang bayar tambahan yang telah dikirimkan kepada ‘Wajlb Pajak.

, Langkah 9

B Wajlb Pajak menerima SKPD kurang bayar ISKPD kurang bayar tambahan dan L

- : membayarkan BPHTB terutang sesual dengan prosedur pembayaran BPHTB

.C.‘3A’Penerbitan Snrat Teguran. .

- ~ Langkah 1

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD kurang bayar/ SKPD kurang’ '
-bayar tambahan, Fungsi Penaglhan menylmpan : o .
"o Daftar STPD BPHTB; :
-o - Daftar SKPD kurang bayar; S
o Daftar SKPD kurang bayar tambahan

_’Dengan menggunakan daftar—daftar tersebut fun93| penaglhan memantau surat* =
' ‘ketetapan BPHTB yang akan mendekatl jatuh tempo :

- Langkah 2 » ; ;
- ,Selama 7 (tu1uh) han sejak jatuh tempo fun93| penaglhan menghubungl dan

melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasn BPHTB yangf

masih terutang. Pendekatan persuasif, meliputi :
- o Menghubungi Wajib Pajak melalui telepon; SR
o Mengiirimkan surat pemberitahuan dan himbauan;
| -Langkah3 B ‘ R |
“Setelah 7 (tu1uh) hari sejak jatuh tempo atas permmtaan penundaan atau

pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui maka Fungsi - _5 :

Penagihan terus melakukan pendekatan persuas1f kepada Wajlb Pajak agar
~ melunasi BPHTB yang mas1h terutang s R :



‘Langkah 4 e o L
Setelah 7 (tujuh) hari - sejak' jatuh tempo, atas pén‘nintaan penundaan atau
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak dlSGtUle maka
Fun93| Penaglhan menerbltkan surat teguran (rangkap 2)

Langkah 5 R
Fungsi Penagihan mengarsipSurat Teguran (lembar 2) - E

LangkahG k '_: PR | S e ,
Fuhgsi;Penagthan mengiri‘mka'n Surat Teg’uran' (Iembar 1) kepada Wajib Pajak.

‘Langkah 7 | )
Wajib Pajak rhén'erima Surat Teguran.

' Langkah 8

Fungsr Penagrhan memperbaharur Daftar Surat Teguran atas setlap Surat Teguran
yang dikirimkan kepada Wajlb Pajak. : .

Catatan Setelah proses: penerbltan Surat Teguran ini, setlap Pemerintah Daerah
juga di himbau untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Prosedur
Penerbitan :

o Surat Paksa atas Surat teguran yang telah Jatuh tempo

o Surat Penyitaan atas Surat paksa yang telah jatuh tempo; ,

o - Surat Keputusan pembetulan atas permohonan pembetulan Surat Ketetapan ;
BPHTB oleh Wajib pajak; i

o -Surat Keputusan keberatan atas pengajuan keberatan Surat Ketetapan BPHTB
oleh Wajib Pajak;. =

o Surat Keputusan Band‘lhg atas pengajuan bandlng Surat Ketetapan BPHTB oleh
Wajrb Pajak :




: : PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
- DINAS PENDAPATAN DAERAH e

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor :

Tahun

Tanggal Penerbitan :

Jumiah pajak yang terutang yang harus dibéyar

~|Re-
ENY [ CERRAR - e ieesieesrensren e reneaen )

Letak Objek Pajak
Kabupaten / Kota :
Kecamatan :

Desa / Kelurahan :
Alamat :

. |Nama dan Alamat Waijib Pajak -

e [N

NOP :

: Perincian Pajak yang Terutang

1. Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTBISKPD Kurang BayarlSKPD Kurang Bayar Tambahan ’) Rp.

2. Telah dibayar tanggal

IRp. . © IR L R - IRp.

3. Pengurangan

“'Rp.‘»" R e . Rp.

- {4.- Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + éngka 3):, T

Rp.

..|5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 -angka4) :

Rp

6. Dena Administrasi 2 % x 24 bulan x Rp.

(angka 5) Rp

7. Pajak yang terutang berdasarkan’pdtusan BPSP dikurang “angka1 - SRR L Rp.

Rp.

8. Pajak yang masih harus dibayar . - 5+6+7)

Tanggal Jatuh Tempo :

Tempat Pembayaran

PERHATIAN

* 1. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas‘Tanah dan

Bangunah (STP BPHTB) ini harus dilunasi paling
lambat satu (1) bulan sejak tanggal diterima.”.
2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang

pajak belum dilunasi, maka tlndakan penaglhan
akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa S

' pelaksanaan sita, dan lelang

Kabupaten Bengkahs ...................... 2011
- KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
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'PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Kepadé Yth,

Nama

- NOP

Alamat
| SURATTEGURAN e
E Nomor

‘: ‘Menurut tata usaha karhi, hingg‘atsaé’t ini Séydﬁara_rﬁ‘asih ;ﬁémﬁunyai tunggakan paj'ak éébégai berikut :

, » NOP NO & TANGGAL STPD - |- .. Tanggal - . - Jumliah
T . - . .. BPHTB/ SKPDB KURANG - ‘| .. Jatuh Tempo | .+ Tunggakan -
Jenis Pajak Tahun Pajak. BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR | Pembayaran : - Pajak (Rp) - .

TAMBAHAN (*) PR

R o R g.h‘JumVi;éh'
- (*) Coret yang tidak perlu BRI

,_V‘(dengan huruf

" Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturah Kepala
‘Daerah Nomor ..... Tahun..... Tentang ‘Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta
‘kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari

~ v.Dalam hal saudara telah melunaSI tunggakan paJak tersebut dlatas dlmohon agar Saudara
vsegera melaporkan kepada kam| - s : :

- TEGURAN INI

PERHATIAN . | kepaLaDINAS PENDAPATAN DAERAH
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (oua o b s KABUPATEN BENGKALIS

PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT -

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN‘« S
|PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN -~~~ R | PR
PENERBITANSURATPAKSA .~ . = . = |~ NP
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D. BAGAN ALIR

Bagan Alir 3 : Penetapan Surat Teguran

Waijib Pajak

Fungsi Penagihan

masih terutang.

W

=

L

S

>

o

yang di

1. Berdasarkan prosedur penetapan Surat teguran BPHTB/SKPD Kurang Bayar/SKPD

Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan :
* Daftar STPD BPHTB

* Daftar SKPD Kurang Bayar

* Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau Surat
Ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.

2. Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan
melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka fungsi
Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi
BPHTB yang masih terutang.

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka
fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).
Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran
imkan kepada Waj

Lembar 1
Surat Teguran

ProsedurnPenetapan | “
STPD-BPHTB/SKPD |
Kurang Bayar |
tambahan |

r /

?
|
N

| s

Data STPD
BPHTB
Selama 7 (Tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo
N " pembayaran, meliputi :

SRS .A - Menghubungi

| Melakukan Pendekatan Waiib Pajak melalui

Data SKPD B Persuasif kepada

'_,,W].,_W_,;

Kurang Bayar | Wajib Pajak Telepon
{ 4 i St - Mengirimkan Surat

Pemberitahuan
dan Himbauan

Daftar SKPD isetuil

Disetujui
Kurang Bayar —— . / .\
Tambahan .
Permintaan ) &
Penundaan/Pembayaran S

. Pajak secara mengangsur

§m:£§%: ~
Surat Teguran |
|
|

| lembar2 | . . .
| Lembar 1 { | Lembar2 |
| | SuratTeguran T Surat Teguran |
Memperbaharui
Arsip
Daftar
Surat Teguran

e

Lampiran VI : Penagihan
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LAMPIRAN VI B PERATURAN BUPATI BENGKALIS
. " NOMOR - : » |
TANGGAL

o PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB
A GAMBARAN UMUM '

. Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dllakukan FunQS|
- Pelayanan dalam menetapkan persetu;uan/penolakan atas pengajuan pengurangan . .
BPHTB terutang dari Wajib Pajak.  Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan

- - memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan

" data terkait objek pajak. . ,
7 Pemberian pengurangan sendln dllakukan berdasar Peraturan Kepala Daerah =
yang berisi tentang kriteria dan kategorl pengurangan untuk daerah yang bersangkutan.

Prosedur ini mellbatkan Fungsn pengolahan ‘Data dan Informasr sebgal prhak yangw o

memiliki dan mengelola objek pajak di W|Iayah admlnlstratlfnya

B. PIHAK TERKAlT

3. Wajlb Pajak

Merupakan plhak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB

- terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah dnterbltkan sebelumnya
4. Fungsi Pelayanan - : .

Merupakan plhak yang berwenang dan bertugas untuk

l o Menerima, menelaah dan memerlksa permohonan pengajuan pengurangan :
- ‘BPHTB. o :

o Menerbltkan Tanda Terlma Pengajuan Pengurangan BPHTB

0. Mengajukan data terkalt objek pajak kepada FunQS| Pengolahan Data dan =
- Informasi. - L , . :

‘o Menerbltkan Berlta Acara Pemenksaan dan

o Menerbitkan Surat Penolakan. Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat !

. Keputusan Pengurangan BPHTB

5, Fungsn Pengolahan Data dan InformaS|

' Merupakan plhak yang bewvenang dan bertugas untuk
o Menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak dan -
o. Menyedlakan data terkalt objek pajak kepada FunQS| Pelayanan

D LANGKAH LANGKAH TEKNIS

. }vLangkah1

- -Wajib Pajak menglnmkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dllampln dengan'
dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Sahnan Surat Ketetapan BPHTB
';'kepada Fungsn Pelayanan e ; u .\

~ Langkah 2

~ Fungsi Pelayanan menerlma dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. - Fungsn'- |
Pelayanan kemudian myembenkan Tanda Terlma Pengajuan Pengurangan BPHTB,

B S kepada Wajlb Pajak
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wT'Lan kah3 S : ; i s
Fungsr Pelayanan mengarsrp dokumen pengajuan pengurangan Berdasarkan

dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permrntaan data terkait

_ objek pajak dengan menyrapkan Form Pengajuan Data

‘ Langkah 4

'_-Fungsr Pelayanan mengrrrmkan Form Pengajuan Data kepada Fungsr Pengolahan Data‘

dan Informa3|

k’ ‘Lan kah5 ‘ » | o |
Fungsr Pengolahan Data dan Informasr menerima Form Pengajuan Data Fungsi

- Pengolahan Data dan Informasr kemudran menarrk data terkart Objek pajak dari
grdatabase objek pajak : LT : ,

* Langkah 6

Fungsi Pengolahan Data dan Informasr mengrsrkan Form Pengajuan Data dengan data

yang terkait objek pajak

‘,'Langkah 7 B

“Fungsr Pengolahan Data dan Informasr mengrnmkan Form Pengajuan Data (yang telah |

'terrsr) kepada Fungsr Pelayanan

- Langkah8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memerrksa pengajuan pengurangan BPHTB
berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga

dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang drajukan dengan ketetapan atau‘

krrtena dalam Peraturan Kepala Daerah

' Langkah 9

Fungsr Pelayanan menyrapkan Berrta Acara Pemerrksaan dan:
o Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang drtolak) atau
o Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang drsetu1ur)

Langkah 10 _ ’
r Fungsr Pelayanan mengarsrp Berrta Acara Pemerrksaan i

. Langkah 11 i

Fungsr Pelayanan mengrrrmkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB
- (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagr yang drsetu;ur)
kepada Wajrb Pajak e

Langkah 12

Waijib Pajak menerima’ surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuar -

‘dengan prosedur pembayaran BPHTB



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
NOMOR...;.. TAHUN ......... e

PR TENTANG . :
'PEMBERIAN PENGURANGAN 7 :
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
: YANG TERUTANG T

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Membaca : ’Surat permohonan Pengurangan Bea Perolehan Hak atas tanah dan
S . Bangunan atas Nama S T SR N SR SO .
'kNomor ST B S » : .

Menimbang : a. Hasil pemerlksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak - -
: ‘ <. atas Tanah adn Bangunan yang terutang sebagaimana dltuangkan
- dalam berita Acara Pemenksaan R . ,
~Nomor = @ L. o
. Tanggal '~ il i S : ~
b. Bahwa terdapat / tldak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan
' besamya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang,

‘:Mengingat C Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas'
, o Tanah dan Bangunan ' NN

MEM UTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
’ BENGKALIS TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN
: HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG ‘

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebaglan l menolak permohonan -
' pengurangan Bea Perolehan Hak atas- Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang o
terutang kepada Wajlb Pajak ‘ :

‘Nama Wajib Pajak - : ........... ........ e e
Alamat Wajib Pajak - - ieeieeeeens e eenaiiias T AT P
- Letak Objek Pajak - 1 L e ettt

~ Tahun BPHTB | ' f T e i e e

Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan
 Akta / Risalah lelang /- Keputusan Pemberlan Hak / Putusan Hak|m i
Dokumen lainnya **) R T :
* - Nomor - N NI SRR ....... P S
- Tanggal 1oLl SRRt JRCRTIRRIRS AP




-2-
NOP e S
Sl Letak Objek AR AR A S, et U :
- . Desa/Kel . B TR CETIUIY. JIOL SIS SRS P DIUPES S ;
" Kecamatan - AR L TR A AR L T TR DIE L SO O
| ~ Kab/Kota =~ - . .~..;1....;;;....7,..7.;..‘ ....... SR O USSR :
"KEDUA - : Sesuau dengan keputusan sebagalmana dimaksud pada diktum PERTAMA,
o . maka besarnya BPHTB yang seharusnya dlbayar adalah sebagal benkut '
" a. BPHTB Terutang e  Rpeae evinieineiens R ~
o _b Besarnya Pengurangan ( ................ ) Rp. scoceeeeeeet erieens rerieareeaim
T.c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dlbayar Rp teeeeeeeeeeeeeieeeaeeaaeeanareeaei

- KETiGA 'Apablla dikemudian harl ternyata terdapat kekellruan dalam keputusan ini
e T ‘maka akan dlbetulkan sebagalmana mestlnya : o

- KEEMPAT : a. As|| keputusan ini dlsampalkan kepada Wajlb Pajak o
~ - b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagal arSIp Dlnas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkahs R o ,

Dltetapkan di Bengkahs .............................. ' -
Pada tanggal .................. eeereees e

_ KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
" KABUPATEN BENGKALIS

.-*)l Coret yang tidak perlu\ el
**) Diisi sesuai keperluan -




D. BAGAN ALIR

Penetapan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB
Uraian Wajib Pajak Fungsi Pelayanan Fungsi Pengolahan Data dan Informasi
1. Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang M Mengajukan Pengurangan | # mmﬂmﬂm._m_ﬂ”wummz__m W
dilampiri dengan Dokumen Pendukung Pengajuan Pengurangan dan Salinan m kmmm:wnxxﬂwa%g , | Bayar/Kurang Bayar |
Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan. VRN TR 18 m\:m._.;, J
Salinan u M Salinan Surat *
) : , ) Surat Ketetapan | Ketetapan BPHTB |
2. Fungsi Penagihan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Y BPHTB ] bl ]
Fungsi Penagihan kemudian memnerikan tanda terima pengajuan 95%%?%52 i e " Dokumen ,
b Dai | Penduk | {
pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak. Pendukung e HHGE .
Pengajuan | Surat Pengajuan | Surat Pengajuan Arsip
. . i P | Pengurangan Penguranngan W i )
3. Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan berdasarkan SRR | BeHTB | | BPHTB
dokumen tersebut. Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan , i G L
data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan Data. T " /r el /_\ Y
Pengajuan _Smi_um_‘?m: ._‘.m=n_m ” | Mengajukan Data w
Pengurangan e fengmlian ) Terkait Objek Pajak |
: s ; , BPHTB | Penguangan | " i |
4. Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan data kepada Fungsi iy " " /_\
Pengolahan data dan informasi. SR .| FormPengajuan oL
Data f rl Data , Objek pajak
5. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi menerima Form Pengajuan Data. i L.
Fungsi Pengolahan Data dan Informasi kemudian menarik data terkait Objek
Pajak dari Database Objek Pajak. Penyiapan Data Terkait
Objek Pajak
6. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi mengisikan Form Pengajuan Data @\
dengan data terkait objek pajak yang telah diterima. Menelaah dan | Form Pengajuan | M Form Pengajuan |
Memeriksa Pengajuan Data (Terisi) 4 Data (Terisi) | _
: . o C Pengurangan R o
7. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data i ,_\ T _
(yang telah terkait) kepada Fungsi Pelayanan. |
7 Ditolak/ T
8. Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB _ Sl l_
berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Dliohk Disetujul
9. Fungsi Pelayanan 3m:<_m._oxm3 Berita Acara Pemeriksaan dan : ] e R = 1 o
* Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau Pemeriksaan dan Surat | | MenviapkanBeritapcara | (tiga) bulan
. gy s Penolakan Pengajuan | Pemeriksaan dan Surat | setelah Surat
* Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui) B e Keputusan Pengurangan | Pengajuan
i gurengs T — Pengurangan
10 Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan. - L\ terlma
| BeritaAcara
|
11 Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan s e |
5 s . Surat Penolakan
BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB) bagi il L Phngalhn
yang disetujui) kepada Wajib Pajak. Pengurangan BPHTB Pengurangan BPHTB y )
R Berita Acara ] i o e
12 Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran . i Surat Keputusan | | SuratKeputusan | Bendahara
sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. L Pengurangan _vgmmu.ﬂwg M | gendahara |
BPHTB mE“:.m . Penerimaan |
! o ey o
v
Arsip
Lampiran Vil : Pengu
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